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PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEI,ANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE

TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

^na^;.a11d6D
- L6Lirr6 't*+'t7- aolabaa^oV66 Vataajrtl^ Da-.rl eoa ar.a+ / t )qJqr 1r,

dan ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan
evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
NabAe tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun
AngS;aran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O24 dievaiuasi oieh Gubernur sebagai w'akii Femerinrah
Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubemur
tentar-E Ev-aliiasi Rancarrga-rr Pera'trrran Daerah Kabupaten
Nabire tentang Pertanggungiawabarr Pelaksanaan Anggarar
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun
Anggaran 2A24 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nabire Tahun Anggaran 2O24;
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun L969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten- Kabupaten Otonom di lrian Barat (Lembaran
Negara Tah,a 1969 Ncmor 47, Tarabahan Lennba::an
Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
lnConesia Tehun 2OOl Nomor 135, Tambahen Lembaren
Negara Republik Indonesia Nomor 4 i 5 1), sebagaimana
telah diubal beberapa kali terakhir dengan Undarrg-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OOl tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
202 1 Nomor 155, Tambahan [rmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan
I16,{aEd-I laAaaa Nanar D Tahrrr 1fi)t\ taatono Danpranan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 202O tentang Kebijakan Keuangan Ncgara dan
Stabilitas Sistem Keuangan unluk Penanganan Pendemi
Corona Virus Disease 2A19 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekoniam Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan

n^--.t-r:l- r-l^-^^i- f,r^-^- a , oEl.LtjllluEudlt ltuBcut1 I\uPuurr^ rrl\ltrrrubld rrurrrul u'?(rJr!

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran

'lt^-^-^ 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O20

tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tcntang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekoniam Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (l.rmbaran
iicgara Rcpublik indonesia Tirhun 2O2O Nomo-r 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6a85);

5.Undang-Undang.../3
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol i tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-unrlangan (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
680 1);

6. Un<iang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubai beberapa, kali te=ra&hir d"-rtgzn Undang-Uadang Nomor
6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahtm 2022 tentarry
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OO0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik lnrionesia Tahun 2008
Nomor 21O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan penlbalan Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5165);

l l.Peraturan... /4
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1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6O41);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (l,embaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturar Pemerintah Nomor i8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalilan Ralqyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
6, Tam]lahan Lemhara:r Negara Repuhlik tndonesia Nomor
68471;

13. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rak-vat Daerah Provinsi. Kabupaten. dan Kota l.l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197t,;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 201 8 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemeriatah Pusat (kmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2i tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksa.naan KebUakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2o21 Nomor 238, Tambahan
I crnbaran Neqara Renutrlik Indnnesia Nomor 67iol:

17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana lnduk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua f.Lembaran Negara
Rcpublik Indoneeia Tahun 2O2l Nomor 239, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 673 l);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuar Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (kmbaran Negara
Republik indonesia Tahun 2023 Nomor lO0, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O 15 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan
Atas Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
20i5 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Beriia
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Repubiik inrionesia Tahun 2O i 6 Nr.lmor 547i
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pcdoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nornor 350);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I I Tahun 20 17
Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2O17 Ner,-or 45Oi;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Fengclompokan Kemampuan Kcuangan Dacrah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 17

Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negai-a Republik k'donesia Tahun 2C19 Nar^or 1.4471;

25. Peraturan... / 6
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 58 I ),
sebagaimana telah diubai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
lBerita Negara Reor-Dlik lndonesia Tahun 202 I Nnmnr Q'l Ol'

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2O2O Nomor
1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O23
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Benta Negara
Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7991;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2A24 {Berita Daerah
Kabupaten Nabire Tahun 2024 Nomor 1):

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Tahun Anggarar"t 2A24 (Berita Daerah Kabupaten
Nabire Tahun 2O24 Nomor 5);

MEMUTUSI(AN:

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
\'AD'DD 

'.E'II'TA 
[I11 DETE/TA AI/'!-TTJ IN-/1 IAI-I,t-,.ET6.AJ DNI AIlAAI\'A Al\]

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH
KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGCARAN 2024

KESATU.../7
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire
tentang Pertanggungiawaban Peiaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Bela-nja Daerah Kabupaten Nabire Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire
Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran ini.

Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nabire segera melakukan penyempurnaan atas
hasil eva,luasi khususnya terkait konsistensi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksalaan
Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 lerhadap'.
a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

9pnAo nci cn,lo' ELclorrio haaroh lcn Fonranaon Ppra tr rron

Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kesesuaian
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
A--*^-^- D^-J^-^+^- l-- D^l^-:^ n..^-^L ,,Anggaran rtncapa'Lan qan Ecianja ijacrai'i Oengan;

b. Temuan l,aporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) serta harus memperhatikan dan
mcnindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum
dalam penjelasan Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk
perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Nabire menyampaikan Ratrcangan Peraturan Daerah
Kabupaten Nabire tentang Pertanggungiaw,aban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire
Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan
kepada Gubernur, sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan untuk
sekaligus mendapatkan nomor register.

KEEMPAT.../8
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Bupati Nabire menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kab'upatea Nabke tentang Pertan6g';n6a',valan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire
Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024
menjadi Peraturan Bupati.

Bupati Nabire segera menyampaikan Peraturan Daerah
Kabupaten Nabire tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire
Tahun Anggaran 2O24 d,an Peraturan Bupati NabAe tentang
Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun
Angarar, *24 kqada Gubernur palag laana 7 {tujuh} han
setelah ditetapkan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tangl4al
ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 September 2O25

CUBERNUR PAPUA TENCAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIP.A

ai dengan aslinya
O HUKUM,

UNG, SH., MH
82002121OO2

Salinan Keputusan ini disamoaikan kepada Yth:
Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BAPPEzuDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Masing-masing yang bersangkutan.

I
2
3
4
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.t/ 225 TAHUN 2025
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN

DAERAH KAEIUPATEN NABIRE TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN

ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN

PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG

PENJABARAN PEKTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

NABIRE TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTAIYC
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2024 DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN
PERTAN GG UNGJAWABAi{ PELAKSANAA}i ANGGARAN PEN DAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KAEIUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2024

I. Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan,

belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dengan Pbrda tentang APBD.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Perda Kabupaten Nabire
ten tang Pertanggungiawabaa Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA)

2024, sebagai berikut:
1. Pagu anggaran dalam rancangan Perda Kabupaten Nabire tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan
pagu enggaran dalam Perda Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD

TA2024.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan

Perda Kabupaten Nabire tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan

APBD TA 2O24 tel*- sesuai deagan nomenLlatur pendapataq belanja,
dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Nabire tentang Perubahan
APBD TA 2024.

lf -Str-rrll.tr rr I A
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3. Struktur dan klasifrkasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada
rancangan Perda Kabupaten Nabire tentang Pertanggunglawaban
Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan struktur <lan klasifikasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Nabire
tentang Perubahan APBD TA 2024.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten
Nabire harus tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur
serta kcsesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

A. LEGALITAS

Evaluasi legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis
dan penvajian informasi dalam penyusunan rancangan Perda tentanEl
pertang6lunglawaban pelaksanaan APBD dan r€rncangzrn Peraturan Bupati
tentang penjabaran pedanggungiawaban pelaksanaan APBD.
Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyampaikan dokumen

rancangan Percia tentang Pertanggungjawaban Peiaksanaan APBD
kepada Dewan Perwakilan Ra-lryat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire
melalui surat Bupati Nabire Nomor 9OO.1.15.5/ 1 184/SET tanggal 07
Juli 2025 hal Penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Perbup

rt-*-.- 
-. 

- --..: ---- - l- - - r'l-r - t-.. - - - - ^ 
rrltt\ Lr^L,.--.^- lt^ L:- ar 

^tEIltallB rcr LaI rBBUr lHlalt al.ral I rEral(l,dtlaall alrlJlJ l\crulrPa(Lcl l ltd.ulrc r^

2024. Hal tersebut tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal
penyampaian rancangan Perda tentang Pertanggungiawa ban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat
/11 Dcrotrtroa De,Dainrah lppl Namnr l) Tahrrn ,n1O tAntonu1|I1..,
Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah
menyampaikan rancErngan Perda tentang pertanggungjawabam
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuang.an (BPK! serta
ikhtisar laporan kine{a dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Bupati Nabire dan DPRD Kabupaten Nabire mengambil keputusan

bersama terhadap rancangan Perda tentang Pertangqungiawaban
Pelaksanaan APBD TA '2024 pada tanggal 31 Juli 2025 sesuai dengan
Berita Acara Nomor 9OO. I . 1 5. I / 1297 / Set hal Persetujuan Bersama
Kepala Daerah dan DPRK Kabupaten Nabire tentang Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjau.aban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nabire Tahun Anggaran 2024.

Hal..,/3
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Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal i94 ayat (3) PP Nomor
12 Tahun 2019 yang mengamanatkan persetujuan bersama rancangan
Perda te ang Pertaaggungiawa.ban PeJaksaraan APBD dihkukaa palipg
lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Pemerintah Daerah Kabupatefl Nabire me*ryampaikan permohonan
cvaluasi rancangan Perda Pertanggungjar+'aban Pelaksanaan APBD TA

2024 dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD TA 2O24 kepada Gubernur
Papua Tengah melalui surat Bupati Nabire Nomor 9OO. 1 . 15. I / 1 297 I Set
tanggal I Agustus 2025 perihal Penyampaian Materi Eva.luasi
Rancangan Perda dan Perbup tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Nabire TA. 2024. Namun demikian, dokumen
dimaksud diterima secara lengkap oleh Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 19 Agustus 2O25. Hal tersebut
menunjukkan bahwa secara administrasi telah sesuai, namun untuk
keperluan evaluasi, penyampaian dokumen rancangan Perda dan
ranczrngzrn peraturan bupati tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
Pasal 196 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa
ranc€rngan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban
pclaksanaan APBD yang tciah <iisctujui bcrsarna dan rancangan Pcrkacia

Kabupaten/Kota tentang penjabaran pertanggunglawaban pelaksanaan
APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangarl
Pero'aKabupaten/Kotaten-rffi gpertangg-u-ngiawabaxpei.rksafi -a-ar-APBD

untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian data dan informasi dalam

rancangan Perda Kabupaten Nabire tentang Pertanggungiawaban
Pelaksar.aan APBD Kabupalen Nabire TA 2A'A d,an Rancanga:'t

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Nabire TA 2024 teiah sesuai dengan penyajian
informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
N.orrr-or 900. 1.1-5-l/ 1439lKeurJa tangg:J 10 April 2Q25 hal Penyr.i,sunam

dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD TA 2A24 dan Rancangan Peratuian Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.
Namun untuk laporan informasi lainnya. pada laporan realisasi belanja
untuk pemenuhan standar pelayan minimal (SPM) dan laporan
rea lisasi belanja untuk pemenuhan produk dalam negeri (PDN),

Pemerintah Kabupaten Nabire belum menyajikan data dan informasi
sesuai dengan Surat Direlrtur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor
9OO.1.15. l/1439/Kcuda tanggal lO April 2025.

Berdasarkan... /4
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Berdasarkan hai tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah
Daerah Kabupaten Nabire agar tetap:
1. Ivlemperhatikan ketepatan waku penvam+aian dololaen rarleaflgaJr

Perda tentang Pertanggungiawaban Pclaksanaan APBD kepada DPRD

sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
2. Menjaga konsistensi bersama dengan DPRD Kabupaten Nabire untuk

menyetujui bersama ranc€rngan Perda tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Menyampaikan dokumen permohonan evaluasi rancangan Perda

tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara tepat waktu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Secara konsisten menyajikan informasi dalam rancangan Perda

tentang Pertanggunglawaban Peiaksanaan APBD dan rzulcang,an
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD, serta laporan informasi lainnya sesuai dengan
ketentuaa peraturan pemndang-undangan.

A. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan

APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil evaluasi rancangan peraturan Bupati Nabire tentanq
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD TA 2O24, sebagai berikut:

1, LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH
Paalicoci DonAonaron l-toara}r TA Ci)A op}Eo.F

Rp 1 . 804. 065. 6 12.343,63 atau lO2,62o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp 1 -757.963.894.800,O0.

Tabel I Anggaran dan Realisasi Pcndapatan Daerah TA 2023 s.d.
2424

Tahun

2023
2024

Ang;aran
(Rp)

1.536.290.OO8.437,00
t.zsz .90s.8g+.800,00

Realisasi
(Rp)

I .557 .579 .326.7 49 ,Ol
I .804.06s.6 12.343,63

Realisasi

fkl
101,390/o

102,,62o/o ,

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan daerah Th 2024
sebesar Rp 1 . 8O4. O6 5. 6 | 2.3 43,6 3 ataa 1 02,620/o melampaui target dari
yang dianggarkan sebesar Rp 1.757.963.894. 8O0,00.

Selanjutnya.../5



Selanjutnya realisasi pendapatan daerah TA 2024 dibandingkan
dengan realisasi pendapatan daerah TA2023 meningkat 15,82% atau
aFhAcsr Pn)aA nAa. r-Rq (or'. 6?

Rea-lisasi pe[dapatan daerah berdasarkan kelompok pendapatan
daerah, sebagai berikut:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp159.910.885.O65,63 atau
147 ,74o/o dari yang diaaggarkan dalam APBD sebesar
Rp 1o8.237.O86.620,0O.

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2O23 s.d- 2O24

lanun Anggaran
(Rpi

74.430.578.61 1,O0

1o-.237.0-6.620;oo ,

Realisasi
(RPI

1 2_7.659. 1-8_3. 6 10,0 I

Realisasi

{%l
17 1 ,51(,/0

747.74o/o

2423
2024 159.910.885.065,63

Berdasarkan tabel diatas, realisasi PAD TA 2024 sebesar
Rpf 59.91O.885.065,63 atau 147,74Yo melampaui target dari yang
dianggarkan dalam APBD sebesar Rp108.237.086.620,OO.
Selanjutnya realisasi pendapatan asli daerah daerah TA 2424
,{;k^-,t;--L-- S^^n6^ --6t;64-; #nA6^^+an --ti ,:l----L 1'A oOO2r svriaqrr

meningkat 25,260/o atau sebesar Rp32.25 1.70 I .455,62. Realisasi
PAD TA 2O24 meml-rerikan kontiibusi sebesar 8,869'o terhadap total
realisasi pendapatan daerah TA2024. Hal ini menunjukkan bahrva
reaiisasi PAD TA 2024 masih sangat rendah dan belum memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap penyediaan sumber pendanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD
TA 2024.
Anggaran dan realisasi trerdasarkan jenis pada kelompok PAD
orlaoarKaln sc oagar ocnKr.lf :

a) Pajak Daerah
ReaLisasi pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp78.510.286.385,00
atau 213,92o/o dari anggaran yang ditetapkan sebesar
tlpJo,, uu,uu\J.uuu,uu.

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 s.d.
2024

zrizs
2024

Anggaran
(Rp)

24 I80.OO0.OO0.OO

36.700.000.000,00

Realisasi

{Rp}
c2.cze.ils.ssc..on
78.510.286.385,00

( /(r,

riioaq;
213,920/o

Data pa<la- ta-Lrel menu-njttkka:r bahwa. realisasi pajak l)acrah TA

2024 sebesar Rp78. 5 1 O.286. 385,0O atau 2l3,92o/a melampaui

target... /6
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target dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp36.7O0.O0O.O00,0O. Penetapan target pajak daerah TA 2A24
menurun 13,6o0/o atau sebesar Rps.778.219-994,OO dari
realisasi pajak daerah TA 2023. Selanjutnya realisasi pajak
daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pajak daerah TA
2O23 meningkaL 84,82o/o atau sebesar Rp36.032.066.39 1,00.
Beberapa sub rincian objek yang tidak mencapai target
realisasi pendapatan adalah sebagai berikut :

a. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya terealisasi sebesar
Rp97.728.7OO,OO atau 19,55% dari yang dianggarkan
sebesar Rp50O.O0O.000,OO;

b. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar t€bih dari 10
(Sepuluh) terealisasi sebesar Rp7.730.0OO,OO atau 1,557o
dari yang dianggarkan sebesar Rp5O0.000. 000,00;

c. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rpf .710.0OO,00 atau
3,42oio d,ai yarig dianggarktu-r sebesar Rp5O.OCC.OO0,0O;

d. Pajak Reklame Berjalan terealisasi sebesar Rp14.38O.8OO,00
atau 28,7 60/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp50.0O0.0O0,00;

Sel.in itu, terdapat realisasi sub nncian objek pendapa.ta-n

pajak daerah yang melampaui target yang ditetapkan dalam
APBD adalah sebegei berikut:
a. Pendapatan Pajak Hotel terealisasi sebesar

Rp1.519.314.692,00 atau 151,93% dari yang dianggarkan
sebesar Rp 1.000.OO0.0O0,00;

b. Pajak Restoran dan Sejenisnya terealisasi sebesar
Rp 1 O. 838. 0a0.3O2,00 atau 36 1,27o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp3.0OO.000.000,00;

c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya terealisasi
Rp3 0. 339. 46 5. 285,00 atau 27 -c,8 Lo/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp 1 1.OO0.OO0.00O,00;

d. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
terealisasi Rp469.445.512,00 atau i80,56% <iari yang
dianggarkan sebesar Rp26O.OOO. OO0,00;

e. Pajak Reklame Kain terealisasi sebesar Rp 1.423.179.909,00
atau 1.423,180/" dari yang dianggarkan sebesar
D-trl rlr\r)rl rr rrrl,r\lJ r vv '\,,\,v.vvv,vv 

'
Memperhatikan hai tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire
agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk
peningkatan pendapatan pajak daerah, antara lain:
(1) Menganggarkan pajak daerah dengan memedomani Pasal

102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan

Pemerintah.. . / 7
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Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa
penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam
APRF) rn crn nprf i rn ha n rrlt-a rr nalino qerliltit'r __-___6 -_ ---_'
(a) kebijakan makroekonomi daerah yang melipuri struktur

ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi
dacrah, ketimpangan pendapatan, indeks pcmbangunan
manusia, kemandirian fiskal, tingkat penganglJuran,
tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang
diselaraskan dengan kebijalal malroekonomi regional
dan kebijakan makroekonomi _vang mendasari
penyusunan APBN; dan

(b) potensi pajak daerah.
(2) Menetapkan target pajak daerah yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (4i Peraturan Pemerintah iiomor i2 Tahun 2Oi9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Menyusun LRA pendapatan pajak daerah semester pertama
dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat
berdasarkan Cate potensi pajak Caerah dan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Nabire dalam pengelolaan pajak
daerah, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang
ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang perubahan
APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan
untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah.

(4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan
pembayaran pajak.

(5) Melakukan percepatan dan perluasan elektronillkasi
transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan
daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang
efektif.

(6) Melakukan koordinasi yang lebih efektif dan mendorong
kerja sarna antarperangkat daerirh daiam rangka
optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

lJ Patr,'lrr rci Ftaara h

Pada Tahun 2O24, Pendapatan Asli Daerah ya-ng bersumber
dari Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar
Rp4.464. 57 1 .666,00 dari arggaran yang ditetapkan sebesar
Rp8.3O0.O0O.OO0,0O.

Tabel 4...18
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Tabel 4 Anglaran dan Realisasi Retribusi Daerah

TA 2023 s.d. 2024

Tahun

2023
2024

Anggaran
(RP)

5.670.O00.000,oo
a.:oo.ooo.ooo,oo

Realisasi
(Rp) 

_..
4.330.030.520,00 '

4.464.57 r.666,00

%l

io,szi.
53,799o

Data pada tabel menunjukkan bahwa, Pendapatan Retribusi
Daeiah terealisasi sebesar Rp4.4{r.21.571.666,O0 atau 53,79olo

diba*'ah target yang ditetapkan sebesar Rp8.300.000.000,00.
Penetapan target retribusi daerah TA 2024 meningkat 91,68o/o
atau scbcsar Rp3.969.969.480,00 dari realisasi rctribusi daerah
TA 2023. Apabila dibandingkan anta-ra realisasi Pendapatan
Retribusi Daerah Tahton 2024 sebesar Rp4.464.571.666,00,
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar
Rp4.330.030.520,00 maka te{adi kenaikan Fenerimaan
Retribusi Daerah sebesar 3,7 7o/o atau sebesar
Rp134.541.146,OO. Ha1 ini menunjukkan bahwa penetapan
target retribusi daerah masih belum mencerminkan
perencanaan yang terukur dan rasional. kurang memperhatil<an
capaian realisasi tahun scbclumnya, kurang mcndasari data
potensi PAD, perkiraan asumsi makro ekonomi, serta
pertumbuhan rasio PAD dan tingkat inflasi. Selain itu, capaian
realisasi tersebut dapat menunjukkan belum optimalnya kine{a
dan upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah yang
membidangi pemungutan retribusi daerah dalam mencapai
target yang telah ditetapkan.
Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire
ager melalc;kan langkah-langkah untuk pen-iagkata-n efekr-iqitas
pcngelolaan pendapatan rctribusi daerah, antara lain:
(1) Menganggarkan retribusi dacrah dengan memcdomani Pasal

102 Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22 yang menegaskan
bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
(a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur

ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah,
ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan
manusia, kemar*rurr ian iiskai, ting'xat pengang'dran,
tingkat kcmiskinan, dan daya saing daerah yang
diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional
dan kebijakan makroekonomi yang mendasari
penJrusunan APBN; dan

{b} potensi retribusi daerah.

(2)Menetapkan.. . / 9
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(2) Menetapkan target retribusi daerah yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan
daerah sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 24 ayat (4) PP
Nomor 12 Tahun 2O19.

(3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan retribusi
daerah semester pertama dan propgr.osis 6 {enam) bulan
berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi retribusi
daerah rian kebijakan Pemerintah Kabupaten Pania dal-am
pengelolaan retribusi daerah, sehingga anggaran pendapatan
retribusi daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang
perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat
direaliSa-Sika' r1llf11!4 <crian qr rtr #nnian nhiqk^ pendapat-al:!
retribusi daerah.

(4) Menjaga dan meningkatkan kuaiitas barang miiik daerah
(kekayaan daerah) yang menjadi objek retribusi daerah
untuk mempertahankan daya sainq, sehingga dapat
meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah oleh
masyarakat yang berkontribusi terhaclap peningkatan
pendapatan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Melakukan sosralrsasi kepada masyarakat terkait kepatuhan
pembayaran retribusi daerah.

(6) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi
transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan
rlaerah qprte rr.elakuk.alr s, r-atccri d-er: inovq-si lqinnwa wang

efektif.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
T A 202-4 sebesar Rp2, 946- -683.8 I 3, OOa tau t00p0o/. dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.946.683.8 1 3,00.

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkanTA 2O23 s.d. 2024

Tahun

2024
2oa4

A n crrr:: ro n

(Rp)

2..430.578.61 1,O0

2.946.683.813,O0

F-ee]i-"asi
(EPI

2.430.578.61 l,O0
2.946.683.813,OO

Rea]j-".--si
o/,:

10a,ooe6

100,oo%

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2024 yatlu
sebesar Rp2.946.683.813,OO atau 10O,0O% mencapai target
yang dianggarkan sebesar Rp2.9a6.683.813,OO. Capaian
realisasi hasil pengelolaan kekayaar. Caeral 1,,ang dipisahkan TA
2024 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan TA 2023 meningkat sebesar
Rp516. 1 05.2O2,0O atau 21,23'h.

Realisasi... / 1O
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Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
adalah Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah Dserah {Divide:} etas Penyerr.a-;r Modal pada
BUMD (Lrmbaga Keuangan) dengan kode rekening
4.1.03.02.01.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire pada
tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:
(1) menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan target

pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD dengan
melaksanakan kebijakan penganggaran hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu memperhatikan nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, antara lain:
(a) keuntungan sejumiah terleR-r. u daiam ..larrgka waictu

tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
perusahaan daerah yang mendapatkan investasi
pemerintah daerah;

(b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

(c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka rvaktu
tcrtentu scbagai akibat langsung dari invcstasi yang
bersangkutan;

(d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu sebagai a.kibat langsung
dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

(e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat
dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyertaan modal
daerah guna mengoptimaikan pendapatan ciaerah ciari hasii
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya
perusahaan yang belum dapat memberikan kontribusi atau
belum optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan
l^ ^-^ L

Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka pemenuhan
pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan
perekonomian.

d)Lain-lain.../ 1l
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d) Lain-iain PAD yang Sah
Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2A24 sebesar
Rp73.989. 343.20 1, 63 atau 122,7 2o/o dari dianggarkan sebesar
Rp60.290.402.807,0o.

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Lainlain PAD yang Sah

TA2023 s.d.2024

Tahun

2023
2024

2) Pendapatan Transfer
Rea-lisasi Pendapatan
Rp 1.474.28O.90 1.428,o0
Rp1.48O.675.2 12.50O,o0.

Anggaran

42.150.O00.000,o0
60 .290 .402.807 ,OO

Realisasi
(Rp)

78.420.098.735,01
73.989.343.201,63

Realisasi
o/o

186,059/o

122,72"/o

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi lain-
lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp73.989.343.201 ,63 atau
122,7 2o/o meiampaui terget yang dianggarkan sebesar
Rp60.290.4O2. 807,00. Namun penetapan target anggaran lain-
Iain PAD yang sah TA 2024 menurun 5,650lo atau sebesar
Rp4.430.755.533,38 dari realisasi lain-Iain PAD yang Sah TA
2023.
Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire
^-- 

-^l-r--l- - l^--l-^L t---l-^l^ -,^-- t^1-:t- -.tc^!-.:a - --^. -t-alBa.r rr.rcrits.uAarlr 1€rllEAarrr-rcurEl1.drr -y€ulB rtuLlr crcl\Lu \rtrlLiA
mempertahankan realisasi pendapatan yang bersumber dari
lain-Iain PAD yang sah secara terukur, antara lain:
(i ) Menetapkan target pendapatan jasa giro dengan mendasari

jadwa.l pel.aksanaan kegiatan darr anggarare kas pemerintab
daerah yang berdampak terhadap saldo kas yang tersimpan
di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan rekening
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

(2)Satuan Ke{a Perangkat Daerah (SKPD} yang membidangi
pemungutan pajak daerah agar melakukan langkah dan
upa3ra strategis yang efektif dalam upaya penagihan pajak
daerah serta denda pajak daerah.

(3) Menyrsun LRA lain-lain PAD yang sah semester pertama
dan progrrosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik dan
akurat, sehingga anggaran lain-lain PAD yang sah yang
ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian
objek penriapatan iain-iain PAD -yang sah.

transfer
atau 99,57o/o

2424
arnggaran

sebesar
sebesar

TA
dari

Tabel 6.../12
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Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer yang Sah
TA2023 s.d. 2O24

Anooaretn 
'Fn-ali 

e-oci -- Pnotic-ecirahun ffi- '"ffi- '?;"
iiis 1 t.szo.zzz.z73.0o0,oo r.340.834.486.3r3,00 : gi,e2v"
2024 1.480.675.2t2.500,00 t.474.280.901.428,00 99,57e'o

Pendapatan transfer TA 2024 terealisasi sebesar
Rp1.474.28O.90i.428,00 atau 99,57o/o tidak mencapai target dari
yang dianggarkan sebesar Rp1.480.675.212.5OO,O0. Realisasi
pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar
ol .7rro./ .--L--.1--.^,-l:r;^^^: -^-J^--+^- .4-^--L tt\A n,laarrr rra.uaP LvLd r Lamaasr PrrrudPalanr \,raLr, 4r

Selanjutnya, realisasi pendapatan transfer TA 2024 dibandingkan
dengan realisasi pendapatan transfer TA 2023 meningkat sebesar
Rp 133.446.415.1 15,OO atau 9,9596.
Anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2024 dirinci
sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA
2O24 scbesar Rp 1.149.332.006.967,00 atau 98,98olo dari ya-rrg

dianggarkan sebesar Rp 1. I 6 I . 1 68. 1 96.000,00.

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan TA2023 s.d. 2024

A-nggaran Realisasi

1np) (np)
unTah

Reali-sasi

f/"1
96,53%
98,g8v"

2023
2024

1.100.816.851.OO0,00 1.062.628.805.367,O0
l. l6l . i 68. 196.000,00 l. r49.332.006 .967 ,oo

Realisasi dana perimbangan TA 2024 sebesar
Rp 1.149.332.006.967,OO atau 98,98olo tidak mencapai target
dari yang dianggarkan sebesar Rp l . 1 6 1. I 68. I 96.000,00.
Selanjutnya, realisasi dana perimbangan TA 2024
):L^-):--t-^- J^--- --^l:^^^: l--^ -^-i-l--- -- 

,rr/r /.t/.\r1-LrrUdll(rltlB,6.crll (lrllBdtr tCcllli\aSr (latlrd P'ClrlrlrrilltB.all I 11, ZVa\-t

meningkat sebesar Rp86. 703.20 1.600,00 atau 8, I 67o.

Realisasi pendapatan dana perimbangan TA 2024 terdiri dari:
(1) Dana Bagi Hasil {DBH} terea-lisasi sebesar

Rp121.861.396.0O0,OO atau 111,05% dari ang4aran yang
ditetapkan dalam APBD sebesar Rp I 09. 733.063.000,00.

(21 Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar
Rp732.lO3.9O 1.271,0O atau 99,27o/o dari anglaran yang
ditetapkan dalam APBD sebesar Rp737.45 1.04O.OOO, OO.

(3j Dana Aiokasi i(husus (DAK) Fisik terealisasi sebesar
Rp143.155.983.277,OO atau 98,O60lo dari anggaran yang
ditetapkan da.lam APBD sebesar Rp I 45.99 1.O46.0OO,OO.

(4)DAK.../ 13
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(4) DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rpi52.210.726.4i9,O0
atau 90,617o dari ang4aran yang ditetapkal da-lam APBD
sebesar Rp 1 67.993.047.000,00.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-l,ainnva
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnva TA
2024 sebesar Rp257.083.439.O0O,O0 atau 100,760lo dari yang
<i ianggarkan rialam AP-uLt sebesar Rp2 55. i 56. 5 59. 000, 00.

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah

Pusat-l-a.innva TA- 2023 s.rl. 2O24

Tahun

2023
2024

Anggaran
(Rp)

165.730.21 1.000,00
255.156.559.000,00

Realisasi

_ (Rp)

165-730.2 1 i.O00,O0
257.O83.439.000,00

Realisasi

{%t
100,oo%
loo,7 60/o

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnva TA
2024 sebesar Rp257.083.439.OO0,0O atau 10o,760/o dari yang
diang5;arkan dalam APBD sebesar Rp255.156.559.0O0,00.
Selanjutnya, reaiisasi Penciapatan Transier Pemerintah hrsat
Lainnya TA 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat LainnyaTA 2023 meningkat sebesar
Rp9 i.353.228.000,00 atau sebesar 33,72o/o.
Realisasi Pendapatal Transfer Pemerintah Pusat Lainnva TA
2024 antara lain dari:
(1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann

Infrastruktur terealisasi sebesar Rp181.049.771.000,00
atau 1OO,OO7o dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD
sebesar Rp I 8 1.O49.77 1.OO0,O0.

l2l Dana Desa terealisasi sebesar Rp76.033.668.000,00 atau
102,6o0/o dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD
sebesar Rp74. 1 06.788.0OO,00.

/2t I\ana l-.-^i;f E;-L-l r----l;-^-i -at$6a'tvt
Rp27.221.154.0O0,0O atau 1O0,OO%o dari anggaran yang
ditetapkan dalam APBD sebesar Rp27 .22 l. 1 54. 0O0,O0.

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah
l.- 

--t:^^-; ---l^--.r^- ----t--- ^-.-- l----L
/-rr rH,B6lt cut (l<tlt lcdundsl P€l,ludPdLd-rr [l.Llrslcl clrrLzll rl.acl cur

dalam 2 (dua) tahun terakhir (TA 2023 s.d. 2024)
scbagaimerna pada tabel berikut:

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar
DaerahTA2O2S s"d.2O24

Tahun.../ 14
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Tahun

20r3
2024

Anggaran

27.O00.000.o00.oo
37.129.303.50O,OO

Pendapatan transfer Transfer Antar Daerah Kabupaten Nabire
TA 2024 terealisasi sebesar Rp40.644.301.461,OO atau
LO9,47o/o melampaui terget yang dianggarkan sebesar
Rp37.129.303.500,00. Rcalisasi Pendapatan Transfcr Antar
Daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan
Transfer Antar Daerah TA 2023 meningkat sebesar
Rp5.395.542.5 1 5.0O atau 1 5.3 1o1,.

Realisasi pendapatan transfer antar daerah ini merupakan
Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp40.644.301 .46 1 ,0O
atau lO9,47o/o dari yang dianggarkal sebesar
Rp37. 129.303.50O,O0; dan
Memperhatikan hai tersebut, Pemer=trtah Kabupaten Nabir€
pada tahun-tahun mendatang dalam pencapaian pendapatan
transfer agar melakukan langkah-langkah:
t1) bcrkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam

rargka efektivitas pengangg€ran dan realisasi pendapatan
DBH;

{21 Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi
pendapatan transfer yang bersumber dari DAU, DAK Fisik
dan DAK Non Fisik, antara iain dengan memenuhi syarat
dan ketentuan penvaluran dana transfer termasuk f)AU
yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) agar melakukan
pembinaan <ian pengawasan kepacia selunrh OFD yang
mengelola DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannva
dalam rangka percepatan dan ketepatan penyampaian
laporan dan dokumen pen)'aluran; dan

(4) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang
didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah
percepatan pelaksanaan, dan penyiapan penyampaian
laporan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran
DAK.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 terealisasi
sebesar Rp169.873.825.85O,OO atau lOO,49o/o dari anggaran
sebesar Rp1 69.O5 1.595.680,00.

Realisasi
(Rp)

35.248.758.946,O0
40.644.301 .46 1 ,OO

Realisasi

l"kl
130,55%
109,47"/o

Tabel 1O.../ l5
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Tabei 1O Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah TA 2023 s.d. 2024

- Anggaran Realisasi Realisasi
(Rp) : {Rpl %

91.O85.656.826,00 89.085.656.826,OO 97,80/o
2024 tos.os t.sss.o80,o0 r6e.8r3.82s.85o,oo 100,490/o

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi lain-lain
pendapatan daerah yang sah TA 2024 sebesar
Rp169.873.825.850,00 atau 10O,49% melampaui target dari yang
dianggarkan sebesar Rp I 69.05 1.595.680,00. Realisasi lain-lain
Pcll\ldPard.rr udcliall yalrB sdrr tn zwl'+ ltlgll'lrrtil1'ilt yv.u7,/rr €tLdrl

sebesar Rp80.788.169.O24,00 dari total realisasi lain-Iain
pendapatan daerah yang sah TA 2023 dan memberikan kontribusi
sebesar 9,42Yo pada total realisasi pendapatan daeratr TA2024.
Adapun realisasi lail-lain pendapatan daerah yang sah -yang
merupakan pendapatan hibah TA 2024 dari:
a) Pendapatan hibah dari sumbangan pihak ketiga dengan

realisasi sebesar Rp 159.751.595.680,00 atau 100,007o dari
yang dianggarkan sebesar Rp 1 59.75 1. 595.680,00. Pendapatan
ini merupakan bagian dari Pend-apatan Pemerintah Kabupaten
Nabire yang bersumber dari bagi hasil keuntungan PT Freeport
Indonesia sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-
undang.

h\ Pendznatzn l.ain-lein Penrfanalan Sesrrai den-qan Kcfcntrr.an

Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar
Rp10.122.23O. l70,OO atau 108,84olo dari I'ang dianggarkan
sebesar Rp9.30O.000.000,00. Pendapatan ini mempakan
bagian dari Pendapatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada
FKTP.

Berdasarkan data anggaran den realisasi pendapatan daerah TA 2024,
disimpulkan treberapa hal sebagai berikut:
1) PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 8,860lo terhadap total

realisasi pendapatan daerah TA 2024. Kontribusi tersebut
meningkat dibandingkan dengan kontribusi PAD TA 2023
sebesar 8,20% terhadap total rea-lisasi pendapatan daerah TA 2O23.
Namun hal ini masih menunjukkan bahwa PAD belum signifikan
memberikan peny'ediaan sumber pendan*ar. Frogram, kegiatan
dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024,

2) Pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar
81,72o/o terhadap total pendapatan daerah TA 2A24, lebih tinggi
dibandingkan dengan kontribusi dari PAD sebesar 8,86% dan
kontribusi lain-lain pendapatal daerah yang sa-l. sebesar 9,429i"
terhadap total pendapatan daerah TA 2024.

HaI.../ 16
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Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah
Kabupaten Nabire terhadap transfer pemerintah pusat cukup tinggi
Calam mel--ksenekan program, kegiat--= den s:.:b kegiatan yang
ditetapkan, termasuk dalam rangka pen].elenggaraan
pembangunan di wilayah Kabupaten Nabire.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dalam rangka efektivitas
hF'lql.rc.,'roo'.r.ADEll.! nodo tqhrrn lrerilartnrra Pavvrarinfal: I{aFrrrnrrren

Nabire agar:
1) Melakukan analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang

ada di urilayah Kabupaten Nabire, serta mengembangkan potensi
tersebut sebagai objek penerimaan daerah.

2) Menganggarkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan
memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor I Tahur^ 2022
yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi
daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
^l l,^L::^t.^- 

-^1.-^-l-^-^-l 
A-^-^l 

--l;-,,+: -+-,,L+,,-4., 
^1- 

uu arr,o.r ! J arr6 ruLr.tPurr

ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah,
ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan mamusia,
kemandirian fi skal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan,
dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan
makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang
mendasari penlrusunan APBN; dan

b) potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
3) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah,

retribusi <iaerah, hasil pengeiolaan kekayaan ciaerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan strategi antara lain:
a) melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi

yang bertujuan sebagai dasar penetapan target pajak daerah
-J^ - -^.-:L---: l-^-^ l-.(,l<Lr t rCLrtLr(lll (Ia(ir .rl I,

b) meningkatkan kerja sarna dengan pihak terkait dalam
pengelolaan maupun pemungutan p4ak daerah dan
pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
rttdqrroart'

c) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam
tahun berjalan terhadap pengelolaan PAD;

d) meningkatkan komitmen seluruh stakelnlders agar strateg,i
oeninskatan PAD dapat terlaksana dengan baik: dan

e) mengoptimalkan penyelenggaraan ETPD untuk penerimaan
dacrah, serta rnelakukan inovasi lainnya antara lain mclakukan
kerja sama dengan lembaga keuangan bank dan/atau non bank
untuk memperluas kanal pembayaran dalam rangka
mempermudah wajib pajak/wajib retribusi dalam memenuhi
kewajibannya.

4)Menyusun.../ 17
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4) Menyusun dan rnenetapkan ta-rget PAD meliputi pajak daerah,
retribusi daerah, hasii pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yalg sah secara lebih terukur dan
rasional dengaa memperhatikan data potensi pendapatan dan
faktor-faktor mempengaruhi ketercapaian target pendapatan
daerah.

5) Melakukan pen-yesuaian perencanaan anggaran setiap jenis, objek,
rincian objek dan sub rincian PAD dalam peraturan Bupati tentang
perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan
yang disusun mendasari analisis dan kajian terhadap LRA
semester pertruna.

6) Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat rerkait kepatuhan
pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

7) Melakukan langkah-langkah optimaiisasi realisasi pendapatan
transfer yang bersumber dari DBH, DAU, DAK fisik dan DAK non

*._ .-. - '.:$r(, iillLara liiul ueltB,iirr r crrl€llLt r s}araL uarr r{.crrrlrui{rl
penyaluran dana transfer khususnya DAU yang ditentukan
penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

,a) SKpfi vano rxtelqlrcanakan lgeoialan datr qrrh l<ooiet qn r.rartct AiAqn:ti

dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan penyiapan
dan penyarnpaian laporan dan dokurnen yang dipersyaratkan
untuk peny'aluran DAK berikutnya.

b. BELANJA DAERAH
Realisasi belanja daerah TA 2424 sebesar Rp1.752.261.407.695,00
atau 94,45olo dari yang dianggarkan sebesar Rp 1 .855.243.073.03 1,00.

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
TA 2023 s.d. 2024

Tahun

2023 ,

zv z+

Ang;aran
(Rp)

t .642.4At .228.388,00
, ^-; ^-^ ;;; ^^, ;^ '
l.6JJ.t+J.U / J.UJ I,UU

Realisasi

1.547.764.555.457,00
, --;;-, -^; r^- ^;-L. t JZ.ZO L .+V r .oyJ, UU

Realisasi
(w
94,23Vo

lr.t , 
.t c';,r)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja
daerah TA 2024 sebesar Rp1.752.26 i.407.695,00 atau 94,45o/o sudah
optimal dari yang dianggarkan sebesar Rpl.855.243.073.031,0O.
Namun demikian, penetapan target anggaran belanja daerah TA 2024
dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2023 meningkat
sebesar Rp2O4.496.852.238,OO atau I 3,2 17o.

Rea-lisasi belanja Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2A24
diklasifrkasika-n dalam kelompok belanja sebagai berikut:

llBelanja.../18
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1) Belanja Operasi
Realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar
pnl C, , O.4I O I q <aA nn oforr O'l '4Ao/^ Ad; vaao Aianooarb,a^s'(A'6b..'r.A'

sebesar Rp 1.298.208. 122.429,4O.

Tabel 12 Anggaran 6si ftgali5asi Belanja Operasi
TA 2023 s.d. 2024

Tahun

zozs
2024

2023

2024

1.031

i.2i1

f^t
93,38c./0

93,36%

a---^^-.rr IBB€u €u r

(Rp)

f . i04.898.680.440,OO

t.29a.208.122.429,OO

D-^t,;---:

(Rp)

.799.222.7lt,44

.943.915.546,00 -

Data pada tabel menunjukan bahwa, reelisasi belanja operasi TA
2O24 sebesar Rpl.211.943.915.546,O0 atau 93,360/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp1.298.208.122.429,OO. Selanjutnya
realisasi belanja op€rasi TA 2024 dibandingkan dengan realisasi
belanja operasi TA 2023 meningkat 17,46nt" atau seiresar
Rp180. 144.692.835,0O.
Porsi realisasi belanja operasi TA 2024 terhadap total realisasi
belanja daerah TA 2024 sebsar 69,160/o meningkat sebesar 2,507o
l^-i 

--; 
L-t^-:- ^*-^-:,T\A o^41 aa aao/_uaLr r PUI Dr LrEt.rrrla LrPEr crsr tt.l awzt) oL v\.5cr1 (,|.rtr\J,u.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja operasi sebagai
berikut:
a) Beianja Pegawai

Anggaran dan realisasi belanja oegawai dalam 2 {dua) tahun
terakhir (TA 2023 s.d. 20241 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023 s.d.2O24

Tahun
Anggaran

(ryp)

494.311.769.898,OO

535.046.261.79t4,16

t-
I

I

Reaiisasi
(Rp)

450.319.739.518,OO

499-431.639. $4,4A

%t

, 9l,l}o/o' 
93,34%

Data pada tabel menunjukan bahwa, realisasi belanja pcgawai
TA 2024 sebesar Rp499.431.639.A34,2O atau 93,349o sudah
optimal dari anggar€rn sebesar Rp535.046.261.794,16.
Selanjutnya penetapan target anggaran belanja pegawai TA
2024 meninglat sebesar Rp84.726.522.276,16 atau 18,8lYo
dari realisasi belanja pegawai TA 2023. Namun demikian,
realisasi belanja pegawai TA 2024 dibandingkan dengan
realisasi belanja pegawai TA 2023 meningkat 10,9 17o atau
sebesar Rp49. I I 1.900.316,20.
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Berdasarkan data tersebut di atas, dari segi anggaran, porsi

anggaran belanja pegawai TA 2024 dari total anggaran belanja
r----L ,T L at\aA --lr.-^- aA .rAo1- I .,.r)02 lilran,l;FdLa-r' I / /v srv.xrr4rarur

dengan porsi anggaran belanja pegawai TA 2023 dari tota-l

angg€rran belanja daerah TA 2023 -\taittu 27,74o/o. Namun dari
segi realisasi, porsi realisasi beianja pegawai TA 2024 dari totai
rFol;coci lEt'nio Aaatoh TA )n14 seh.csor Cq, nno/^ rrlFrr'rnttrv!.\4.rJq

0,95% dibandingkan dengan porsi realisasi belanja pegawai TA

2O23 dari total realisasi belanja daerah TA 2023 yaitu 26,764/o.

Pemerintah Kabupaten Nabire dalam mengalokasikan dan
trrerealis.a-sikan helania neottwai acar lplzrr memnerhatikan

ketentuan UU Nomor I Tahun 2022 yang menegaskan bahwa
porsi beianja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan
melalui TKD paling tinggi 3O% dari total belanja APBD.

Belanja Barang dan Jasa
Realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar
RpS18.334.537.752,80 atau 91,33% dari yang dianggarkan
sebesar Rp567.5 1 5.94O.665,84.

'rr,,L-t 1, A---^-^- l-- E-^t;---i El-l--;^ 82.,---- l^- I^-^rdreLr ,.1 r ur65tu anr uLr<urJa uar orrtt

TA 2023 s.d. 2O24
Anggaran Realisasi Realisasi

I anun inpl , (Rp) I ('/,1

2023 : q82.55t.q26.542,00 ' 474.421.695.534,00 98,320/"

2024 soz.sts.s+o.oos,s+ srs.ca+.ss7.752,80 91,33%

Data pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi belanja
barang dan jasa TA 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan
karena hanya terealisasi sebesar RoS I 8.334.537 .7 52,80 ata\
9 1,33o/o dari yang dianggarkan sebesar Rp567. 5 1 5.940.665,84.
Capaian realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 meningkat
sebesar Rp43.912.842.218,80 atau 9,260/o dibandingkan
dengan realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 sebesar
Rp47 4.42 1.695.534,00.
Tidak tercapainya realisasi belanja barang dan jasa TA 2024
tcrsebut disebabkan oleh realisasi objek belanja barang dan
jasa antara lain:
(l) Belanja barang terealisasi sebesar Rp 196.281.134.203,00

atau 9 i,36ozo ciari ang,g,aran se-besar

Rp2 1 4.834.803.690,84.
(2) Belanja jasa terealisasi sebesar Rp91.79O.283.598,80 atau

92,59o/o dari anggaran sebesar Rp99. I 39. 240. 693,00.
/?t El-lo-;a @6-1;}'dr6a^ t-raali*i D^l A 171nn n1,) nnr\Prv.vl

alat: 7 5,7 Ao/o dari an ggaran sebesar Rp2 I . 629 .7 62. 2 58, OO.

(4)Bela-trja... /20



-20-

(4) Belanja pe{alanan dinas terealisasi sebesar
Rp82.689.662.164,00 atau 85,487o dari anggaran sebesar
Rp96.732.7a2.OOO,OO.

(5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat terealisasi sebesar
Rp11.0O4.308.000,00 atau 74,45o/o dari anggaran
Rp 14.781.45O.0O0,0O.

{6) Belanja barang dan jasa BLUD terealisasi sebesar
Rp53.558.877 .227,OO atau 99,33o/o dari anggar€rn
Rp53.59O.402.807,00.

Tcrhadap capaian rcaiisasi bcianja barang cian jasa riiatas,
Pemerintah Kabupaten Nabire agar:
(1) Mempertahankan capaian percepatan pelaksanaan sub

kegiatan dan pengadaan barang dan jasa dengan men,'usun
;^r..,^l -^l^l-^^-^^- ^,,1 l.^-;^.^- ..^-^ I:,,-:l-^- ^^--^:JAqlaar P! ra,^Jdr ra,€Ltr ,sl.rr', 

^lBrdLcur JarrB lrr lrr ar^,c(rr scurrPa1

dengan rencana penarikan dana untuk setiap sub rincian
objek belanja yang disesuaikan dengan ketersediaan dana;

12) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian
nal-alrccnc-on er.rroc)rgJl l-plani-c }laratto rfan icc.a narfa

masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten
antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas
yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran,
sehingga terhadap ohjek belanja barang dan jasa yang
realisasinya diprediksi tidalc optimal, sisa anggaran tersebut
dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan
yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat;

(3) meningkatkan kualitas perencana€rn anggaran dengan
melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan
efisien untuk pencapaian output ke$atan dan sasaran
prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian
terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya
dapat dilakukan secara efektif dan efisien;

(4) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja
barang danjasa pada SKPD; dan

c) Belanja Bunga
Realisasi belanja bunga TA 2024 sebesar Rp 7.55O.9O5.O92,OO
atau 95,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp
7.900.000.o00,oo.

Talrrl 1E A nccra.ra n d-a n lfnalic-aci Flnlaniq ELrnaa

TA2023 s.d.2024

Tahun.../21
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Anggaran
(Rp)

r-r. \.lrJv. \.rvv.vvv rvv

Tsoo.oori.ooo,oo

Anggaran
(Rp)

Realisasi

{nP}
1? 

' 
t\rat\r.J t:r.:r:7z.oiJ l. ,\.,v

Realisasi

_w
a 2 ,11 '/O

Data pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi belanja
bunga TA 2O24 sebesar Rp7.550.905.092,0O atau 95,58o/o dari
yang dianggarkan sebesar Rp7.900.000.000,O0. Capaian
realisasi belanja bunga TA 2024 meningkat sebesar
Rp2.230.912.741 ,00 atau 41,93o/o dibandingkan dengan
realisasi belanja bunga TA 2023 sebesar
RpS.3 i9.992.35i,OO.

d) Belanja Hibah
Realisasi belanja hibah TA 2O24 sebesar Rp92.626.832.867,OO
.:tnrr O.R 9.'l o/^ Aai van., Aian<,d!,rlzon sah.ccar

Rp93.745.919.969,OO.

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2O23 s.d.
2824

7.550. 905.092,00 95,58%

Realisasi Realisasi

{Rpl , (Y")

47.216.939.308,00 69,720/u

92.626.832.867,O0 98,81'%

Tahun

2023 67 .721.434.OOO,AO

2424 93.745.979.969,00

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, Realisasi belanja hibah
TA 2A24 sebesar Rp92.626.a32.867,00 atau 98,81% dari yang
dianggarkan sebesar Rp93. 745.9 19.969,00
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar
Rp47. 2 i 6. 9-s9. 308,00 maka terjadi peningkatan untuk reaiisasi
Belanja Hibah sebesar 96,170/" atau sebesar
Rp45.409.893.559,00. Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah
kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukareia dan
-^^;^1 .,--- -l;!.^-'',1. l---r^-^-1.^- -^-,-l^-^.t,ordr Jd.1r6 (rtr^lrrlrl1! t,!ru<r,:,qrrlorr pt?ra.rsrorr plrurru.rlrf;

undangan dan Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai
poiitik.

e) Belanja Bantuan Sosial
Realisasi belanja bantuan sosia.l TA 2024 sebesar
Rp94-OOO.O00.OOO,OO atau 1OO,O09o dari yang dianggarkan
sebesar Rp94.OO0.O00.O00,0O.

Tabei 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 s.d,.2024

Tahun...l22
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2023
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Anggaran
(Rp)

54.964.OOO.OO0.OO

94.000.000.o00,o0

Realisasi

lnP)
54-520.856.OO0,00

e+.o00.000.0b0,00

Realisasi

l'/rl
99,190/"

100,o0%

Data tabel diatas menuniukkan bahwa, realisasi belanja
bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp9a.0OO.OO0.O0O,00 atau
i OO, O07o cian yang <iianggarkan sebesar Rp94.OO0.OO0. OOO, 0O.

Penetapan target belanja bantuan sosial TA 2O24 menurun
72,41o/o atau sebesar Rp39.479.144.OOO,OO dari realisasi
belanja bantuan sosial TA 2023.

2) Belanja Modal
Realisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp297.2a3313.O49,00
atau 94,L9o/o dari yarrg dianggarkan sebesar
Rp3 I 5.620.498. 54 1,O0.

Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 s.d.

Aneearan Realisasi'lahun 
=(Rp) I (Rpl

2023 328.349.646.906,00 3O8.749.377.646,00

2024 315.620.498.541,00 2s7.283.313.0+q,OO

2024
. 
Realisasi

P^t
94,O30/o

94,190/o

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal TA 2O24 sebesar
Rp297.283.313.049,00 atau 94,19o/o dari yang dianggarkan
sehpqa " Fn?.15 5?O 4O.R q4t OO Sr.l-anirrtnva nnrqi reclis-asi trel.ania

modal TA 2024 dari total realisasi belanja daerah TA 2024
adalah sebesar 16,97"/", menurun 2,98o/o dibandingkan dengan
porsi realisasi belanja modal TA 2O23 sebesar 19,95Vo.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja modal antara
lain sebagai berikut;

a) Belanja Modal Tanah
Realisasi trelanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar
Rp4.869.a23.978,O0 atau 69,907o dari yang dianggarkan
sebesar Rp6.965.840.3O4,00.

Tabel l8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA2023 s.d,.2024

Realisa"ilTahun
%t

2023 i'---F
2024 i

12.O80.OOO.OOO,OO 8.146.O29.696,oO 67 ,430/0

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal tanah TA
2024 sebesar Rp4.869.423.978,00 atau 69,900lo dari yang
dianggarkan sebesar Rp6.965.84O.3O4,OO.

Selanjutnya... / 23

Anggaran
Rp

Realisasi
Rp

t I

6.96s.84O.3O4,O01 4.869.423.978.OO1 69,9A%l
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Seianjutnya realisasi belanja modal tanah TA 2024
dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah TA 2023
terdapat penurun€rn 4O,22o/o atau sebesar
Rp3.276.605.718,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar
Rp49.084.40i.301,00 atau 84,63% dari yang dianggarkan
se'oesar Rp57.996.8OO. 1 67,00.

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin TA 2O23 s.d.2A24

2023 51.943.008.430,00 46.789.64r.920,OO

2024 57.996.800. 167,00 49.084.401.301,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal peralatan dan
mesin TA 2024 sebesar Rp49.084.401.30l,O0atau 84,63% dari
yang dianggarkan sebesar Rp57.996.800-167,OO. Selanjutnya
realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024
Aih-aAi*-van A-aaoa raalicaci lv'lonio mnAol *tolator rIah

mesin TA 2023 terdapat penurunan 4,9O7o atau sebesar
Rp2.29a.759.381,OO.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Paalicaci hFlon;. rnnAol oaAttnrl;an h4nglrrratt TA On)d calresar...vvtq bvvs.r

Rp5O.585.O49.827,0O atau 93,O3o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp54.373.7 I 9.5 I 8,0O.

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan
Bangunan TA 2023 s.d. 2O24

Anggaran
Rp

Anggaran
(Rp)

Realisasi
Rp

Realisasi

%l

Realisasi
(Rp)

Realisasi l

l"/rl

2024 54.373.719.518,O0 50.585.049.827,00 93,03%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal gedung dan
bangnnan TA 2024 sebesar Rp50.585.049.827,OO atau 93,03olo

dari yang dianggarkan sebesar Rp54.373.719.518,00.
Selanjutnva realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA
2024 dibandingkan dengan rea.lisasi belanja modal Gedung dan
Bangunan TA 2023 mengalami penurun€rn 27.620/" atau sebesar
Rp 19.303.505.283,oO.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024
sebesar Rp I 89.785. 68 1 .378,00 atau 97,92o/o yang dianggarkan
sebesar Rp 193.8 I 6.538.522,OO.

Tabel 2O... / 24

90,08%

Tahun

I

L =:?11!)

I zozi-T zs,szo.ozs.on6,oo]@C,cBE;
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Tabel 2O Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, lrigasi
dan Jaringan TA 2023 s.d.2O24

Tahun

nnln r qi R 16 ,5_?9 Sr? oo l aq 7R_5 6,l r i7.C Oo

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal jalan, irigasi
dan j aringan TA 2024 sebesar Rp 189.785.681.378,00 atau
97 ,92o/o belum optimal dari yang dianggarkan sebesar
r(IJr:rJ,ol(].JJo.Jzz,vv. Dere{rJ u urya r rallsasr uclitlua ruuuar
Jalan, irigasi dan Jaringan TA2024 dibandingkan dengan
realisasi beianja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023
mengalami peningkatan 3,3oo/n atau sebesar
Rp6.068.21 1.458,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap La-innya
Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 sebesar
Rp2 1.8O0.0O0,0O atau 1OO,0O% dari yang dianggarkan sebesar
E-ar o/t tn tt -r^trtt\p4 r.ovrr.vlJ\.rrvv.

Tabel 2l Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya TA 2023 s.d. 2024

Anggaran
Rp

Realisasi
Rp

Realisasi

%t
97 ,44o/"

o/oq7 q) I

J

Tahun

2023 210.000.000,00 207.681.000,00 98,904
'2024 21.800.000,00 100,00%

Be-r-dasarka:-, tabel diatas, realisasi belanja modal aset lainn';a
TA 2024 sebesar Rp21.8O0.0O0,00 atau l00o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp2 1.800.0O0,00.

Memperhatikan capaian realisasi belanja modal yang dianggarkal
uir-tattt alrnu, rulrrclllrtalr I\auLrpdlcll rtduuc pa.ud Ldiil-lri

mendatang agar melakukan langkah-langkah:
a) melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang modal

untuk pencap aian output sub kegiatan, dengan:
(1) men-vusun jadual pelaksanaan sub kegiatar yang

diuraikan sampai dengan rencana penarikan setiap rincian
objck bclanja yang didasarkan ketcrsediaan dana; dan

(2) melakukan lelang dini sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam rangka mengefektifkan waktu
pengadaan barang modal.

Anggaran
(Rpi

Realisasi
(Kp,

Realisasi

\-/ot

188.546.608.850,00 r83.7 t7 .469 .920,OO2023

21.800.000,00

blmelakukan.../25
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b) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing
SKPD sec-ar a simuiran, untuk rrrer-rjaga k-ur-rsrsie-rrsi antara
pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga
terhadap rincian objek belanja modal yang realisasinya
rlinrcrJilrsi tiA:zk nnf irn-al sisrr irrtrgarrr f prsFhr r, dp.rl.tlt

dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih
prioiitas dalam rangka peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat;

c) meningkatkan kualitas perencanaan €rnggar€rn dengan
melakukan perhitungan kcbutuhan riil secara efektif dan
efrsien untuk pencapaian output kegiatan dan sasaran prioritas
daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap
rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan
secara efektif dan efisien; dan

d) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak
menganggarkan kegiatar pada perubahan APBD, apabila dari
aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut
riiperi<irakal tidak selesai sampai dengar- akhir tahun
anggaran.

3) Belanja Tidak Terduga
Realisasi bdanja tidat terduga TA 2A24 sebesar
Rp78.025.0O0.0O0,O0 atau 99,61% dari yang dianggarkan sebesar
Rp78,332.152.961,OO.

Tabel22 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

TA2023 s.d.2024

Tahun
Angqaran

Rp

78.332. 152.961,00 78.O25.000.000,00 I 99,61% 
i]__ '

Berdasarkan data diatas, realisasi belanja tidak terduga TA 2024
sebesar Rp78.025.000.000,O0 atau 99,617o dari yang dianggarkan

-]----- 
D^.7A .21n ! <1 rl4. 

' 
rlrlr\H, v.uv..

Pemerintah Kabupaten Nabire harus tetap menyediakan belanja
tidak terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan
pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturcm
perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas perencanaan dan
pelahsanaan belanja tidak terduga, pada tahun-tahun mendatang
Pemerintah Kabupaten Nabire harus melakukan evaluasi dan

Realisasi
Rp

l Realisasi

t%t
2023 54.301.945.942,00

pengendalian... / 26

52.285.00o.oo0,00 I e6,2sot' 
I
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pengendalian atas setiap objek belanja tidak terduga, sehingga
terhadap objek belanja tida,k terduga yang realisasinya diprediksi
tidak optimal, an-qgarannya dapat dialihkan sebagian untuk
mendanai program / kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka
pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer
Realisasi belanja tralsfer TA 2+24 s€-besar Rp165.OO9.179. IOO,OO

atau 101,18% dari yang dianggarkan sebesar
Rp 163.O82.299. 1O0,OO.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2O23 s.d.
'2024

2024 163.082.299.100,00i 165.009.179.100,00; 101,18%

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belanja
transfer TA 2024 sebesar Rp165.0O9.179.100,00 atau 101,18o/o
dari yang dianggarkan sebesar Rpi6s.O82.299.1OO,OO.
Selanjutnya realisasi belanja transfer TA 2024 dibandingkan
dengan rea-lisasi belanja transfer TA 2023 meningkat 6,5O7o atau
sebesar Rp 10.078.224.O00,00.
Ang-saran dan rea.lisasi berdasarl<an jenis belanja transfer adalah
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Ke Desa. Realisasi
Belarrja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari Dana Desa
yang terealiasasi sebesar Rp76.O33.668.000,00 dan Alokasi Dana
Desa terealisasi Rp88.975.51 1. 100,00, sehingga total realisasi
Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp 165.009.179.1O0,00.
Realisasi Belanja Transfer melampaui anggaran sebesar
Rp1.926.880.000,00 karena terdapat penambahan Dana Desa dari
APBN sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik
t-A^-^^:^ N^-^- ?qo T^L.,- ann, -^.1^ -:-: ---l^--+--1 paua srrr },Lrruapd.r€ur rrr<rqpurr

belanja yang tidak teral<omodir pada APBD Perubahan.

Berdasarkan data dan analisis terhadap anggaran dan realisasi
Belanja Daerah TA 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai

1) Realisasi belanja daerah TA 2024 tercapai 94,45o/o. Realisasi
belanja daerah teisebut sudah sesuai dengal Surat Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor
900. l. I 5. i / I 8786/Keuda, tanggal 4 Desember 2O23,

Anggaran
Rp

Realisasi
Rp

Tahun
Realisasi

('/,1

hal... /27

| 2023 154.930.955.100,00 154.930.955.100,00 i 100,00% 
I

I

I
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hai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
Talrun Anggaran 2024, yang menargetkar capaian realisasi
belanja daera}. bagi Provinsi, Kabupaten/ Kota minimal 90% pada
triwulan IV.

2) Se.larrjutnya realisasi belanja pegawai tercapai 93,34y., namun
porsi belanja pegawai dari segi total anggaran belanja daerah TA
2024 sebesar 2a,A4o/", sedangkan porsi belanja pegawai dari segi
realisasi sebesar 28,50% dari total realisasi belanja <laerah TA
2O24. Berdasarkan porsi anggaran dan realisasi belanja pegawai
TA 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar tetap
mengalokasikan dan merealisasikan belanya pegawar sesuai
dencan ketentunn llU Nonnor I Tahun 2022 vano mcneoeqkan
bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang
dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30o/o dari total belanja
APBD.

3) Porsi realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 cukup sebesar
29,58% terhadap total realisasi belanja daerah TA2024.

4) Porsi realisasi belanja modal TA 2024 sebesar 16,970/0 terhadap
total realisasi belanja daerah TA 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang
Pemerintah Kabupaten Nabire agar mela-kukan langkah - tangkah
untuk peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah, antara
lain:
1) Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah

tlenoan rnencl enkan t arc?t anssaran belania scara terr-rkur dan
rasional dengan mendasari kebutuhan penyelenggaraan
pernerintahan dan pclayanan kepada masyarakat scsuai dcngan
ketersediaan sumber pendanaan.

2) Memenuhi alokasi an€garan untuk belanja wajib yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan, termasuk belanja
infrastruktur pelayanan publik,

3) Meningkatkan efisiensi dengan melakukan perhitungan secara
akurat terhadap kebutuhan anggaran setiap akun belanja pada
s€tiap sub keglatan dalam rangka per'rcapaian au!,put yan9
ditetapkan.

4) Meningkatkan kinerja Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) dalam peningkatan kualitas pcrcncanaan
anggaran belanja daerah melalui antara lain penguatan verifikasi
RKA.SKPD.

5) Perencanaan dan realisasi belanja pegawai agar dilakukan dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal
dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang.../28
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tentang pedomarl penyusunan APBD dan memperhatikan
ketentuan UU Nomor I Tahun 2022 yang menegaskan bahwa
porsi belanja pegau'ai di luar tunjangan guru yang dialokasikan
melalui TKD paling tinggi 30% da-ri total belanja APBD paling lama
C 1l;--| r-L,,- ,--L;1,.-- ^^:^L r-^--^t llll 

^l^-^- 
, ry1^t^..- 1.1.t/tv trrrrra, rrtt r)LJa^ Ldrrlit<ar (, \, rrt,rrrt,! t t.rttut^ z-vz.z

diundangkan.
6) Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaal belanja modal

dengan memperhatikan efcktir.itas, efisiensi dan ekonomis
pelaksanaan belanja modal serta mempertimbangkan dampak
sosial, ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat.

7) Melakukan pengendalian, evaluasi 
"".16 

pssi6nalisasi terhadap
belanja barang dan jasa baik, belanja jasa, belanja uang, maupun
belanja pedalanan dinas secara efektif, efisien dan ekonomis
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

8) Dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah, agar
melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
a) melakukan pengadaan dini sebeium tahun anggaran berjalan

setelah penandatanganan Nota Kesepaksterr KUA-PPAS.
sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat
dilakrrkan secara efektif karena ketersediaan waktu yang
cukup;

b) optimalisasi pengadaan melalui e-katalog dan toko daring;
c) optimalisasi ETPD termasuk penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengadaan barang/jasa;
d) mengoptimalkan penerapan bentuk kontrak pengadaan

barang/jasa berupa bukti pembelian dan surat pesanan yang
Ml6t -^6aa"i,^ tali;}i ar !,.t4i. ,"ta- oa,-larlr^,d -a6!ra; Aa^Ed^
r!ruAr.xru4ra

ketentuan peraturan perundaag-undangan;
e) tuen-v-esuaikan anggaian belanja setiap sub kegiatan dalam

perubahan APBD berdasarkan prog:rosis 6 (enam) bulein ke
depan yang mendasari hasil analisis laporan realisasi
anggaran semester pertama, sehingga anggaran belanja
daerah ada kepastian sumber pendanaannya dan dapat
dilaksanakan sesuai anggaran yang ditetapkan;

f) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan anggaran belar.ja mcdal pada ri'.asing-masing
SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan
anggaran dengan rcncana anggaran kas yang ditetapkal
sesuai dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga tcrhadap
belanja modai yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa
anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai
program/kegiaran yang lebih prioritas dalam rangka
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

-\^-l^t-,,t--- I oo
5' ru! rd-I\ lrll<u r. , . / &,
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g) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada
SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga untuk
menghindari pemutusan kontrak yang berdampak pada
keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan

hi memaftthi pedomar penyus-Li-rartil APBD untuk^ fruak^
menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari
aspek waknr dan tahapan peiaksanaan kegiatan tersebut
diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir t.ftun
angSaran.

9) Mengoptimalkan pelaksanaan belanja bantuan sosial baik yang
direncanakan maupun yang dapat tidak direncanakan
sebeiumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penangan€rn intlasi maupun penghapusan kemrskinan ekstrem
melalui perencanaan, verifikasi dan validasi data penerima
bantuan sosia-l untuk memastikan belanja bantuan sosial tepat
sasaran.

t Ol Mel.akr rlran inrrenf-ari s-q si ac.el !elsn ttnlrtlz diol.tnql<att .qella oai

salah satu dasar pelaksanaan belanja modal tanah, belanja modal
peralatan dan mcsin, belanja modal gedung dan bangunan,
belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset
tetap lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

c. PEMBIAYAAN

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nabire
per 31 Desember2A24 sebesar Rpi06.i63.726.963,7A airatt i@,'r32/o
dari dianggarkan sebesar Rp97 .279.178.23 1,00, terdiri dari:
1) Penerimaan Pembiavaan Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire

TA 2024 realisasi sebesar Rp 128.038.72 6.963,74 atau 1O7,167o

dari yang dianggarkan sebesar Rp119.479.178.231 merupakan
penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA) TA 2023.

2) Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2024
realisasi scbesar Rp2 l.875.OOO.OOO,O0 atau 98,547., dari yang
dianggarkan sebesar Rp22.200.O00.000,00 rincian pengeluaran
pembiayaan terdiri dari:
a. Penycrtaan Modal Pemerintah Daerah sebesar

Rp2.000.0OO.00O,00 pada PT.Bank Pembangunan Daerah
l-*.rlocarlzor orrro, narr.vrnl,r/r'r on aFrlrr.orr llnzlo| ToLrrn 1A1A nnuq. q. PUr rrrvr r

os/030/NBR /2424.
b. Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - t embaga

Keuangan Bank sebesar Rp19.875.OOO.0O0,00 untuk
pcmbayaran pokok pinjaman Bank Papua dcngan pcrjanjian
Nomor O4. Tanggal 29 Desember 2023 (ADDI) dan Nomor
9OOl32a2/Set Tanggal 28 Desember 2023.

d.Sisa.../3O
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Berdasarkan LRA Pemerintah Kabupaten Nabire per 3 I Desember
2O24 diketahui bahwa SILPA sebesar Rp157.624.528.319,41. Dengan
demikian rasio SILPA T A 2024 terhadap total anggaran belanja daerah
dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.855.243.073.03 1,0O adalah
8,50%. Apabila SILPA TA 2024 dlbandingkan denga-n SILPA TA 2023
meningkat 23,lloh atau sebesar Rp29.584.183 .237,63.

2. NERACA
a. ASETDAERAH

Nilai aset Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember
2024 yaitu sebesar Rp2.667.507.795.O7O,7O mengalami
peningkatan 8,760A atau sebesar Rp2 14.760.630.808,85
dil-raadi:r-gkan nrl-ar a,set pe=r 3 1 Desem-ber 2023 sehesar
Rp2.452.7 47 . I 64. 2 6 1,85. Aset daerah Pemerintah Kabupaten Nabire
TA2A24, dengan rincian sebagai berikut:
1) Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2O24

sebesar Rpf 84.947.598.668,43 meningkat 22,48o/o atau sebesar
Rp7.249.513.540,92 dibandingkan dengan Aset Lancar per 31

Desember 2O23 sebesar Rp33.943.041 .O25,2A. Aset lancar TA
2024 tcrdiri dari:
-) rr-s zton eioro w^- Aana* .in^ion oarora loin.u, rrqs r tqu uLrr6qrr

(1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp150.656.668.134,46

{2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp f 74.OOO.OOO,OO

(3) Kas di BLUD sebesar Rp2.616.762.797,95
(4) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp36.347.502,00
(5) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesr Rp97.346.398,00
(6) Kas Lainnya sebesar Rp3.944.1 16.029,00
(7) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp4.282.O48.986,00
Bcrdasarkan data tcrscbut, Pcmerintah Kabupatcn Nabirc
perlu memperhatikEn -uah-w-a per 3i Desember 2C24 masih
terdapat kas di Bendahara Pengeluaran yang belum
disetorkan ke RKUD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten
Nabire harus mengupa-v-akatl penyetoran kas dilaliukan tepat
waktu vaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengclolaan Kcuangan Daerah.

b; Nilai nominal piutang per 31 Desember 2024 sebesar
Rp2a. 68O.23 I . 59 1,O7. Sesuai dengan laporan yang disajikan
dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan
tertagh sebesar Rp- 12. 145.82 L326,34. Saldo piutang dacrah
TA 2024 tersebut alr.tare lain sebagai berikut:
(r) Piutang Pajak sebesar Rp8.161.O13.206,00

(2)Piutang.../31
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(2) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar
Rp6.229.463.542,42;

(31 Piutang Transfer Antar Daerah sebesar
Rp4.931.559.779,OO;

(4) Piutang Lainnya sebesar RpS.105.970.a62,00; dan
(5) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp252.224.2O1,25.

cl Persediaan
Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp
10.605.898.556,29 meningkat sebesar Rp 1.455.390.956,65
atau L5,9lo/o dibandingkan dengan Persediaan per 3 1

Desember 2023 sebesar Rp 9.150.507.599,64 berupa barang
habis paicai yang terdrri dari Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan kepada masyarakat, alat/bahan untuk
kegiatan kantor dan obat-obatan.
Berdasarkal nilai persediaan tersebut, Pemerintah
Kahrrnaten Na}lire hafus:
a) memperhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak

dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan serta
persediaan habis pakai lainnya; dan

b) melakukan pengendalian terhadap pengelolaan
persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai
dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Nabire
agar dalam mengelola aset lancar pada tahun berikutnya supaya
memperhatikan haI-ha-l sebagai berikut:
1) Memastikan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran

pada setiap SKPD agar menyetorkan kas yang dikelolanya ke
RKUD paling lambat 31 Desember tahun berikutnya serta
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan
mencantumkan ketetapan tersebut dalam surat keputusan kepala
daerah mengenai langkah-langkah pengeloiaan kas akhir tahun.

2i Melakukan upaya yang strategis, efektif dan reierian dalam rangka
percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah,
dengan antara lain:
a) meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan

pajak daerah dan retribusi daerah gufla mengoptimalkan
pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan
piutang daerah dapat dikendalikan;

b) mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap
piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat
memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera
dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program,
kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;

c)melakukan.../32
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c) melakukan upa-ya optimalisasi penagihar terhadap piutang
yang diragukan tidak tertagih;

Jl rrpnrrnnrirn olu/)n aonororr-are EYrtrD AaL>*t ;on6.olzrloan roiotz

daerah dan retribusi daerah; dan
e) melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah

secara berkala dalam tahun be{alan, serta mengambil langkah
strategis dan kebljakan yang efektif dalam percepatan
penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah.

3) Mengelola jasa giro secsra efektif dengan berkoordinasi dengan
pihak bank penempatan RKUD dan/atau bank kerja sama yang
dibuka untuk pengelolaan penerimaan pendapatan (bank
transitoris) sehingga penyetoran jasa giro ke RKUD dapat
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Meniagkatkan pengendalian terhadap persediaan serta
merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai
LletlH,i:i-tr l(CU(ttl.rrrall !lll ual.ralll pEli1^stuladl I (UEaS (ri r llllrB,S! Jr\rlr,
sehingga dapat mengurangi risiko kerugian daerah yang
disebabkan adanya persediaan yang kadaluwarsa / rusa-k.

b. ASETTETAP
Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Nabire per 3 I Desember 2024
sebesar Rp2.229.O38.529.8t7,73, meningkat sebesar
Rp165.410.295.283,57 atau 8,O27o dibandingkan dengan Aset Tetap
per 3l Desember 2023 sebesar Rp2.063.628.234.534,16.
Aset tetap Pemerintah Kabupaten Nab:.:e per 3 I Deser'^ber 2O24
terdiri dari:
1) Nilai aset tetap tanah per 3l Desember 2024 sebesar

Rp | 52.7 64.9 | 8.47 9,OA meningkat sebsar Rp 1.O28.0O0.O00,0O

atau 0,6870 dari nilai aset tetap tanah per 3l Desember 2023
sebesar Rp1 5 1.736.9 18.479,00;

2) Nilai asct tctap peralatan dan mesin per 3 I Desember 2O24

sebesar Rp630. 134.035.941 ,26 meningkat sebesar
Rp49.756.471.252,OO atau 8,57olo dari nilai aset tetap peralatan
dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar
Rp58O.377.564.689,26;

3) Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2O24
sebesar Rp I .314.445.323.498,25 meningkat sebesar
Rp42.6 i6.868.33r,0O atau 3,oSezi <iari niiai aset tetap gedung dan
bangunan per 31 Desember 2023 sebesar
Rp I.271 .a2a.455. 165,25;

4) Nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 3 I Desember 2024
sebesar Rp2. l-65. 145.816.31433 meaingkat sebesar
Rp 189.073.948.096,00 atan 9,57o/o dari nilai aset tetap jalan,
jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar
Rp 1.976.07 I .a6a.222,33;

slNilai.../s3
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5) Nilai aset tetap lainnya per 3 1 Desember 2024 sebesar
Rp21.675.332.707.OO meningkat sebesar Ro972.763.985.00
ataw 4,7 Oo./o dari nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023
sebesar Rp20. 702. 568 .7 22,OO;

6) Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar
Rp14.841.568.678,00 menurun sebesar Rp8.603.740.693,00
atau 36,70% dari nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31
Desember 2023 sebesar Rp23.445. 309.37 1,00; dan

7) Nilai akumulasi pen5rusutan per 31 Desember 2O24 sebesar
(Rp2.069.968.465.8O4,11) meningkat sebesar
(RpiO9.a34.O15.689,43i atau 5,56ozir dari niiai ai<umuiasi
penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar
(Rp1.960.ffia.450. 1 14,68);

Terhadap hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:
a) Melakukan optima-lisasi pendataan. pemanfaatan. dan

pengama.nan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perunda4g-undangan.

b) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka
pendataan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. ASET LAINI.IYA
Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2024
adalah sebesa-r Rp212.O63.683.245,A1 rneningkat s€besar
Rp13.4O7.294.5OO,O0 atau 6,750/o dari nilai aset lainnya per 3l
Desember 2O23 sebesar Rp198.656.388.746,01, dengan rincian
sebagai berikut:
t) Nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar

Rpl 2. 1 47 .444.836,0O meningkat sebesar Rp22.2O0.O00,0O atau
0, 18o/o dari nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023
sebesar Rpl2. 125.244. 836,OO ;

2) Nilai aset Lainnya per 31 Desember 2A24 sebesar
Rp2 | l. 742.27 7 .7 46,O 1 meningkat sebesar Rp24.809.982. 750,00
atau 13,31% dari nilai aset Lainnya per 31 Desember 2O23
sebesar Rpl 86.372.294.996,0 1 ;

3) Nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 3l Desember
dl\r, 

^ ^-l-^^^- ll)-7 t1 f\.tA 6C, iaL f'rl\l 
-^-:--1-^. 

^^l--^^-z-\J z-'t scur-sdl ll\P I z..vz,u. 7\r'r.!r\ru, vv, ltlclulrtst\<rL scr_rcscrl

(Rp57.470.250,0O) atau O,48o/o dari nilai akumulasi amortisasi
aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar
(Rp1 1.969.a84.O86,OO); dan

4) Dana Transfer bagi hasil Tieasury Deposit Facilitg (TDF) per 31
Desember 2024 sebesar Rp760.9f 5.OO0,OO menurun sebesar
Rpl1.367.4f8.00O,0O atalu 93,73o/o dari nilai TDF per 31
Desember 2O23 sebesar Rp12. 128.333.OO0,O0.

d.KEWAJIBAN...i 34
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d. KEWAJIBAN
Pemerintah Kabupaten Nabte per 31 Desember 2O24 memiliki
Ke*'ajiban sebesar Rp97.55O.9O4.3O1,O0 mep.urun sebese:
Rp16.2O7.942.098,00 atatu 14,25o/o dari Kewajiban per 31 Desember
2023 sebesar Rp I 1 3.758.846.3Eq,OO yang merupakan Kewajiban
Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut:
1. Utang PFK per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.839.358.235,00

yang
terdiri dari Dana Prospek yang masih tersimpan di rekening Kas
Daerah sebesar Rp3.797.792.O0O,O0 dan Utang Pajak Pusat yang
belum disetor pada BLUD sebesar Rp41.566.235,00.

2. l-ttano. Perdaoatar Ditenraa- Dlrnuka Taht-rn 2024 sebe-sar

Rp36.225.00O,O0 merupakan pendapatan yang diterima dimuka
oleh RSUD Nabire selaku BLUD sampai dengan Tahun 2O24,
merupakan Sewa ATM antara RSUD Nabire dengan Bank
Danamon dan Bank BNI sesuai dengan masing masing
pedanjian,

3. Saldo Utang Belanja per 3 I Desember 2024 sebesar
Rp5.897. 336.552,00 merupakan kegiatan yang sudah dilakukan
oleh masing-masing OPD narnun SP2D tersebut tidak dapat cair
^^--^; l^--^- .^----l ?1 n--^-h-- .tr).)t,scurrPar !(r,rr6q!rr ro.r rB6an

4. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar
Rpa7.777.9a4.514,OO menrpakan saldo Utang Belanja BLUD
sebesar Rp13.152,984.512,00 dan saldo Pinjaman Jangka
Pendek dari Penerimaan Pembiayaan pada Kabupaten Nabire
sebesar Rp55. 000. 000. O02, 00. lampiran Catatan Utang Pinj aman
Jangka Pendek dari Penerimaan Pembiayaan berdasarkan
Perjanjian Kredit Nomor O2lKMK-PemdalXll2Ol9 antara PT

Bank Pembaagunan Daerah Papua dengan Pemerintah
Kabupaten Nabire tanggai O8 i,iovember 2ti9 d,an atas Utang
tersebut telah diiakukan restrukturisasi berdasarkan Perjanjian
Kredit. (Restrukturisasi) pada tanggal 3O Desember 2O23 sebesar
Rp55.00O.0O0.O02,00 dan Penerimaan Pembiayaan dengan
nomor Perjanjian Kredit No. O4 Tanggal 29 Desember 2023
(ADD t ) dengan plafond sebesar Rp40.00O.0O0.0OO,0O.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:
l) menggunakan SiLPA yang bersumber dari pelampauan

penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan
transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah
vang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan
belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya
ronqlan taroal ll-inpria d-a;r ci,ra dsnq t,l,ct'toelttaran rrerrt}liavqart

dan/atau sisa belanja lainnya, dan menjadikan sebagai belanja
prioritas dalam Pcrubahan APBD Kabupaten Nabire TA 2025.

2)menjadikan.../35
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2l menjadikan kewajiban jangka pendek sebagai belanja prioritas
dalam Perubahan APBD Kabupaten Nabire TA 2025, sesuai
dengan maksud paragraf 11 Pemyataan Nomor 09 Akuntansi
Kewajiban, Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa
suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua
belasl bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS

Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Nabire Per 31 Desember 2024
-zl-lal. -aF..^^- D6o <r.O O<A aon 7AO 7n 

-^-:--1.^r --!-----t\Pa-.rw.,. rrrlrurti d.(

Rp23O.968.572.9O6,85 atau 9,87o/o dai nilai ekuitas per 31
Desember 2023 sebesar Rp2.338.988.317.862,85.
Memperhatikan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire dari
ekuitas agar Pemerintah Kabupaten Nabire mel,aksanakan hal
sebagai berikut:
1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melalcukan

penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset

daerah yang ciapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
3) Melakukan pengaturan atas rasio utang daerah dengan total

belanja daerah serta kemampuan bayar daerah dan
menyelesaikan kewajiban secara tepat u'aktu.

s. LAPORAN OPERASTONAL (LO)

a. Pendapatan Daerah- l,O
Pendapatan-L0 TA 2024 sebesar Rpl.733.057.809.9O4,62 lebih
rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Daerah yang
ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.757.963.894.800,00.
Pendapatan-L0 TA2024 tersebut terdiri dari:
1) PAD-LO

PAD-LO TA 2024 sebesar Rp166.477.771.276,63 lebih tinggr
q? R I o/^ at^tt selraqar PnEn6-R 14n 6'F4 456 6,? dill.anrlirrcrlr-an

dengan €rnggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD TA 2024
scbesar Rp1O8.237.086.620,OO PAD-LO TA 2A24 tersebut terdiri
dari:
a) Pendapatan pajak-Lo TA 2024 sebesar Rp80.O83.124.140,00

meningkat 718,27o/o atau sebesar Rp Rp43.383.124.140,00
dibandingkan dengan anggaran pendapatan pajak yang
ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp36.70O.0O0.0o0,0O;

''! 
D---l--^r-- - t -;I','-; A-^--I.' I 11 1'-A lnnA -^r' ---v, r rrruqlJerq

Rp4.464.57 1.666,OO menurun 46,2loh ata,u

sebesar.../36
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sebesar Rp3.835.428.334,O0 dibandingkan dengan anggaran
pendapatan hasil pengelolaal kekayaan daerah yang
dipisahkan yang di',etapkan da!-*ra APBD "l-J-,,n 2424 sebesar
Rp8.3O0.0O0.000,OO;

c) Pendapatan hasil pengelolaan kekay'aan daerah yang
dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp2.946.683.813,00 sesuai
dengan anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan yang ditetapkan daiam APBD Tahun
2024 sebesar Rp160.740. 15O.368,O0; dan

d) Lain-lain PAD yang sah-LO TA 2024 sebesar
Rp78.983.391.657,63 meningkat 31,OO% atau sebesar
Rp 1 8. 692.9 88. I 50,63 dibanding-i<m dengrm dggararr idn- iain
PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp60.29O.4O2.807,0O.

2) PendapatanTransfer-LO
Pendapatan transfer-LO T A 2024 sebesar Rp 1 . 387.8O2.652.848,0O
lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan transfer
Rp1.480.675.212.500,00 yang ditetapkan dalam APBD T^ 2024
sebesar atau 6,270/o pendapatan transfer-Lo TA 2024 tersebut
terdiri dari:
a) Dana Perimbangan-LO TA 2024 sebesar

Rp 1.137.964.588.967,00 menurun 2,AOo/o atau sebesar
Rp23.203.6O7.O33,0O dibandingkar dengan anggaran dana
perimbangan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Fnl 161 169 106 n0n nO'

b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur - LO
TA 2024 sebesar Rpf81.O49.771.0OO,OO sama dengan
anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan
Infrastruktur yang ditetapkan da-lam APBD TA 2024 sebesar
Rp l8 1.049.77 l.OO0,Oo;

c) Dana Desa- LO TA 2024 sebesar RpO,00 sedangkan anggaran
dana desa yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp74.106.788.000,0O;

d) Pen-uapatan Bagi Hasil - LO TA 2024 sebesar
Rp4l .567. 138.88 1,O0 menurlrn 1 1,95% atau sebesar
Rp4.437.835.38i,OO dibandingkan dengan €rnggaran
Pendapatan Bagi llasil yang ditetapkan dalam APBD TA 2024
sebesar Rp37. 129.303.5O0,00; dan

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
Lain-lain pendapatan daerah yang sah-Lo TA 2024 sebesar
Rp178.777.385.779,99 meningkat 5,7 5o/o atau sebesar
Rp9.725.79O.O99,99 tiibandingkan dengan anggaran iain-iain
pcndapatan daerah yang sah yang ditctapkan dalam APBD TA
2024 sebesar Rp I 69.05 1 . 595. 680,O0 tersebut terdiri dari:

a)Pendapatan... / 37
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a) Pendapatan Hibah - LO TA 2024 sebesar
Rp168.655.155.609,99 meningkat 5,57o/o sebesar
Rn8.9O3-5.5Q g2g qq dih:ndinskan dengan z.tlcca:.arl

Pendapatan Hibah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024
sebesar Rp 159.75 1.595.68O,O0; dan

b) Lain-lain Pendapatan- LO TA 2A24 sehsar
Rp10.122.230.170,00 menurun 8,84o/o atau sehsar
Rpa22.23o.l7 0,00 dibandingkan dengan anggaran Lain-lain
Pendapatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp9.300.000.0o0,0o;

Beban Pemerintah Kabupaten Nabire periode I Januari 2024 sampai
31 Desember 2024 sebesar Rp1.421.367.189.879,77, rincian beban
Kabupaten Nabire periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024
adalah sebagai berikut:
1) Beban pegawai sebesar Rp5O3. 133.639.834,2A;
2l Beban barang dart jasa sebesar Rp509.161.439.426,89;
3) Beban bunga sebesar Rp7.550.9O5.O92,OO;
4l Beban hibah sebesar Rp95.197.361.a79,OO;
5i Beban bantuan sosiai sebesar Rp94.OOO.OOO.OOO,OO;

6) Beban penJrusutan dan Amortisasi sebesar
Rp1 19.675.647 .689,43

7l Beban penyisihan piutang sebesar Rp3.672.684.858,25;
8) Beban transfer sebesar Rp88.975.51 1.100,00.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire harus
menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam
mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan dan
belanja daerah dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025.

LAPORAN ARUS KAS
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar
r(pJ+d.cz+.oco.:ro / ,oJoan trt zvzJ seoesar t(pJ r6. co+. r+o.l,J6,u t.
1) Arus masuk kas dari alrtivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar

Rpl.8O3.502.751.633,63 dan TA 2023 sebesar

Rp 1.557.579. 326.7 49,O l; dan
2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2424 tereaiisasi

sebesar Rp1.454.978.094.646,00 dan TA 2023 sebesa-r

Rp1.239.O15. 177.8 1 1,0O.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi sebesar
(Rp29a.72O.452.339,O0) dan realisasi TA 2023 sebesar

(Rp3 1 0.249.37 7 .646,oo1.

1)Arus.../38
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1) Arus Kas Masuk dari Alrtivitas Investasi pada TA 2024 terealisasi
sebesar Rp562.860.7f0,00 dan TA 2023 sebesar Rp0,00; dan

al 
^-,^ 

v^^ tz^t..-- .)^-: ala:-:.^^ ,----.^-: .t1a /it\.1a .^-^^t:-^-:z, ru u5 r\a,J l\rirl.l6rl \lcr].t /aAllvlr,6(s .rllv€,ntasl ttl avz-l tclccursdsr

sebesar Rp299.283.313.049,00 dan TA 2023 sebesar
Rp3 10.249.377 .646,oo.

c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Bersih dari Aktivitas -tralsitoris -lA 2024 sebesar
Rp553.292.163,O0 dan realisasi TA 2023 sebesar
(Rp2 1 1 .828.764,0o).
1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi

sebesar Rpi27.3i2.5a2.530,8O cian TA 2023 seiresar
Rp 122.638.354.287,OO1' dan

2) Arus Kas Keluar dari Alrtivitas Transitoris TA 2024 terea-lisasi
sebesar Rp126.759.290.467,AO dan TA 2023 sebesar

Itp rzz.oou. r6J.uc r,uu.

d. Saldo Akhir Kas Tahun 2024 senilai Rp161.807.289.847,41.

D 
'irLr/\t)t, 

/t s, ! l ttttr\rrt

1. Realisasi Anggaran Pemenuhan Belanja Wajib lMandatory Spending)TA
2024

Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan Mandatory Spending TA

2024

Fungsi
Anggaran

(Rp)
Anggaran

64a.919.325-Ol6,OO 97.37 39,38

Memperhatikan data pada diatas, Pemerintah Kabupaten Nabire telah

mengalokasikan anggaran untuk mandatary spending sebagai berikut:
a. Fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rpa27.856.048.803,0O

dengan porsi 23,O67o dari total anggaran belanja daerah TA 2024
sebesar Rp1.855.243.O73.031 ,00. Alokasi anggaran belanja fungsi
pendidikan TA 2024 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan

Dassr PerhitlEgan
Alokasi Anggaran

(Rp) \'/"1

Porsi
Realisasi

tw

17,14

38,35

Realisasi
(Rp)

Realiiasi
f/")

318.030.37s.66,00 74.33 23.06Pendidika,
lmin. 'f,onlo dan 'l'oral
B€lanja Dacrah)

Total Bclanja:

l .855.243.073.031.00

427.8S.048.803,00

Total A.lokasi
anttaren beianja
infrastiu ktur
pelayanan publik

1.692.160.773.93r,OO

666.444.717.610,OO

lnft_a6truktur Pelayanan
Publik
0uur. +016 darl Total
Belania setelah
dikuraad belanja Bagi
Haail den Bantuan
Ke.usngan)
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tarrrnn Anggararr 2024 -y=atB rrreneBAskEii bnhw-a P-cmerintar-r.

Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasika:r €rnggErran fungsi pendidikan paling sedikit 20%
(dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana

diamanaikan ciaiam ketentuan peraturan perunriang-undangan.

Dari sisi realisasi, belanja fungsi pendidikan TA 2024 terealisasi
sebesar Rp318.030.375.666,00 atau 74,33o/o dari anggaran

sebesar Rp427.856.048.803,00, dengaa porsi realisasi belanja
fungsi pendidikan sebesar l7,14%o dari total realisasi belanja
daerah TA 2424. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan

belanja fungsi pendidikan sudah dilaksanakan secara optimal dan
belum seja.lan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

b. Beianja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar

Rp666.448.717.610,00 dengan porsi 39,38% dari total alokasi

anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar

RpI.692.160.773.931,0O. Alokasi anggaran belanja belanja
infrastruktur pelayanan publik TA 2024 tersebut belum sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah
mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling

rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar
belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Dari sisi realisasi, belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2024

terea-lisasi sebesar Rp648.919.325.016,O0 atau 97,37o/o dari
anggaran sebesar Rp666.448.717.610,OO, dengan porsi realisasi
belanja belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 38,35olo dari
total realisasi belanja daerah TA 2024. Hal tersebut menunjukkan
bahwa pelaksanaan belanja infrastruliitur pelayanan publik belum

dilaksanakan secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang

ditetapkan dalam APBD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire pada

tahun-tahun mendatang agar:

a. Mempertahankan alokasi anggaran mandatory spending untuk
fungsi pendidikan paling sedikit 2oo/o dani total belanja APBD

sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2O

Tallun 2O03 tentang Sistem pgndidikan Nasional-

b.Mengalokasikan... / a0



b. Mengalokasikan porsi belanja infrastrulrtur pelayanan publik
daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja
APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah
dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
diterbitkannya Undang-Undang Nomor I Tahun 2022, sehingga

batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja
infrastruktur sekurang kurangnva 407o sampai dengan TA 2027.

c. Anggaran mandatory spending untuk realisasi infrastruktur agar

direalisasikan sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD

dan untuk fungsi pendidikan agar dipertahankan secara konsisten
sesuai yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

2. Realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
(sPM)

SPM terdiri dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial

Berdasarkan data pada Anggaran dan Realisasi Belanja untuk
Pemenuhan SPM TA 2O24, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah
Kabupaten Nabire belum menyajikan data dan informasi sesuai

dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor

9OO.1.15.1/1439/Keuda tanggal l0 April 2025, serta laporan
sebagaimana dimaksud tidak menyajikan informasi terkait kegiatan
dan sub kegiatan belanja dalam rangka pemenuhan SPM pada

Pemerintah Kabupaten Nabire.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar

menyajikan data sesuai ketentuan dan melaksanakan belanja untuk
pemenuhan SPM secara konsisten dengan memedomani:

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29 IPRT /Ml2018 tentang Standar Teknis SPM

Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat.

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelavan:rn Dasar Pada SPM

Bidang Kesehatan, serta mengoptimalkan anggaran kesehatan

untuk pelaksanaa.n program, kegiatan, dan sub kegiatan
bidang kesehatan lainnya.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Ol Tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah

Kabupaten / Kota.

rllPeraturan... /41
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4) Peratwan Menteri Dalam Negeri Nomor ii4 Tahun 20i8
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayenan Minimal bicl--:r6 Urusan Kebakren Dacr--h
Kabupaten/Kota.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 1 Tahun 2O 18

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan
tl-.-.--..*-.-- 1,.- ,,r-.--.:L..- ,I-..- ): h---;---i )---I\C(CIILEI ir_ltl.Ltt (li1tl Act ct tltr.tlr (Jlll(llll Ltl rt uylllsl uaiii

Kabupaten/ Kota.

6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 20 18 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Biriang Sosiai di Daerah Provinsi cian KabupatenT'Kota.

7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan.

8) Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan
Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh

Kementerian terkait, Pemetaan SPM yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan
APBD tahun berkenaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal.

3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Berdasarkan laporan realisasi belanja produk dalam negeri yang

disampaikan, Pemerintah Kabupaten Nabire tidak menetapkan
komitmen anggaran Belanja PDN TA 2024. Hal tersebut tidak sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O23

vzrng menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan
produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri

dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari
nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah daerah yang terdiri
atas belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal
tanah.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

a. Menganggarkan belanja PDN sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

b. Mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan
dalam APBD.

c, Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan
produk usaha kecil dan/atau koperasi pada pengadaar
barang/jasa pemerintah daerah.

d.Meningkatkan.../42



L.O2.O2.2.O2.OOO5 -
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendiciikal Dasar

l O2.O2.2.O2.OO7a -
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehaten
t.02.02.2.o2.oo20 -
Pengelolaan Surveilals
Kesehatar

1. 142.840.000,00 809.360.O00,00 70,

48.497.000,O0 48
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d. Meningkatkan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa
kepada Usaha Mikro dan Kecii (UMK) ipkal dan Koperasi yang
tergabung dengen Penyelengga:'e Perdaganga.:n Mel-Jui Sistecn
Elektronik (PPMSE)/ marketplace dalam toko daring yang dikelola
oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Rekapitulasi Bela,:ja Daerah untuk Percepatan Peiiui-.ir,'a,r S"urttir.,g

Rekapitulasi Anggaral dan Realisasi Belanja Daerah untuk
Percepatan Penurunan Sfinting

14.620.000,00

970.954.000,00 64,89o/o

1,8

o,o0 0

7o/o61,1

gYo

00%

82o/o

o%5

5.657. 198.760,00 7t,oo%

82,79% i

286.373.650,00 631.509.150,00 220,52"/o

2.452_334.OOO,OO 1.81 1 .064.O50,O0

Kegiatan
I

Anssaran Realisasi

2.14.O3.2.03.0008 -
Pembinaan Pelayanan
Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan
Jejaringnva

23.900.OOO,00

1.496.349.OOO,00

t.o2.o2.2.o2.ooot -
Pcngclolaan
Pelayanan Kesehata-n Ibu
Iiamii
1.02.02.2.O2.0003 -
Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Bayi
Bart. Lahir

2.22t.244.446,OO 42.000.OOO,O0

1_02.O2.2-02.0004 -
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatar Balita

i00.000.000,00

7.02.02.2.02.0006 -
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Produktif

100.ooo.ooo,oo

1.02.02.2.o2.o01-q -

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masvarakat

7.967.486.OOO,00

1.695.980.000,00 1.404.O77.015,O0
t.o2.o2.2.o2.oot7 -
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

4.320.997.026,00 73,240h

t.o2.o2.2.o2.oo25 -
Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular dan Tidak
Menular

5.899.800.OOO,OO

7 3,850/"

I
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RealisasiKegiatan Anggaran

t.o2.02.2.02.0026 -
Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat

8.093. 182.864,O0

7o/,.t65.9

43,57Vo

97 ,18'/"

100,oo%

99,77Yo

i.O2.02.2.O2.00i16 -
lnvestigasi Aw'al Kejadian
Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan
Pemberian Obat Massal
\.o2.o3_2.O2_OOO2 -
Pemenuhan Kebutuhan
Sumber Da5ra Manusia
Kesehatan Sesuai Standar
I na n, ,) r\, rlrtatl

Pengendalian dan
Pengawasan sefta Tindak
Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor
P-lRT sebagai lzin Produksi.
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah
1.02.O4.2.06.0OO1 -
Pemeriksaan Post Market
pada Prociuk Makanan-
Minuman Industri Rumah
Tangga yang Beredar dan
Pengawasan serta Tindak
Lan ut Pengawasan

floq ,l n nnn nn 533.810.OOO,OO

2. 124.000.000,00 2.06r1.o00.oo0

19s.241.000,00

320.752.O00,00 320.02 1.845,O0

1.02.Os.2.03-0001 ,
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Pengemban gan
dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya
Mas a-rakat UKBM
i.o2.o2.2.o2.0C,46 -
Pengelolaan upaya
kesehatan Ibu dan Anak

PORSI BELANJA TERHADAP
TOTAL BELANJA DAERAH

r.167.306.000,00 776.560.OOO

3.501 .922.000,OO 2.175.645.500,O0

351 .O50.OOO,O0

30.2 r9.788.210,OO 59 73%
r.752.26r.407.695,O0 94.451, l

I

53,'.i66

o/o68,3 r

62.l3o/u

2,73Yo 1,72t'/o

Berdasarkan data pada diatas, belanja percepatan penurLlnan
stunting TA 2024 terealisasi sebesar Rp3O.2 19.788.21O,OO atau
59,7 3yo dari anggaran sebesar RpsO. 593. 469. 596, 0O. Anggaran belanj a
rrnlrrL mrrcna+a- ,..h'rr,'-,,- -t '-t;--TL anaA 6-^;l;L; '---; --l-.---qrrrq^ l,lrvlPqrqrr Pvrrqr qrr4r rlu.L..,.t, Pvr JLU!J4

2,7 3o,'o dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dan porsi realisasi
belarrja untuk percepatan penurunan stunting TA 2024 sebesx L,7 2o/"

dari totai realisasi belanja daerah TA 2024.

}{amun.../44

r.o2.o2.2.o2.0444 -
Pengelolaan Pelayanan 513.9 r4.OOO,00

s0.593.469.596 o0
Kesehatan R uksi

l .855.243.073.031 ,00TOTAL BELANJA DAERAH

18.s74.817.s00,oo 
I

I

195.241.OOO,0O 
I

I TOTAL BELANJA STUNTING It___,. _, ______ .,__-*_---- |
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Namun demikian, dalam pelaksanaan masih terdapat sub kegiatan
penurunan sfunting yang realisasi masih kurang optimal antara lain
Cr--L;-^^- D;l^-^-^- tt^r.,^-n^ El.*^^-^ A^^ V^- L-t^^ D---^r,.L-i lir !r4J4r4r rruuoSq r r\vrr vuq^u^ sr

Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan pada Usia Produktif, Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:
a. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan sfunfing

dengan mendasari €rntara lain data prevalensi sfunting, serta
secala konsis-ten meiaksanakan anggaran cialam program,
kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap
penurlrnar sfunting antara lain berupa kegiatan Pemberian
Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan

Ketahanan Pangan Keiuarga serta kegiatan percepatan p€nurunan
stunting lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
b. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional dan

mengalihkan anggarannya kepada kegiatan yang berdampak
langsung terhadap percepatan penurunan shtnting.

c. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan

realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan

penumnan stunting.
d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk

menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan
penurunan s1nting, sehingga target output yang ditetapkan dapat
dicapai secara optimal.

5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Percepatan PenghapUsan Kemiskinan
Ekstrem
Rerrlasarkan lanoran rekanifulasi r:eali-sa-si trela;:ri-a n$c?nater.
penghapusan kemiskinan ekstrem yang disampaikan oleh Pemerintah
Kabupaten Nabire TA 2024, realisasi belanja percepatan penghapusan

kemiskinan ekstrem TA 2Q24yaitu sebesar Rp11.187.015.5OO,00 atau
oo o40l^ A6; 66dd6r6^ 6aha6a' P6.l 1 1cl, n^ nnn nns4r ur66.!4

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem

Nama.../45



Nama Kegiatan

Rehabilitasi Sosial Dasar
Pe,nl.'an A.enct Dic-alrilir-as
Terlantar, Anak
Terlantar, Laijut Usia
Terlantar, Serta
Gelandangan Pergemis
di luar Panti Sosia1

Penyediaan
Permakanan
Pemberian Bimbingan
Fisik, Menta.l,
S iritual dan Sosial
Fesilit+si Pembueten
Produk Nomor Induk
Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat
Nikan, dan Kartu
ldentitas Anak
Pembenan Akses ke
Layanan Kesehatan
dan Pendidikan Dasar

Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan
Daerah

Porsi Belanja
Kemiskinan Ekstrem
dari Total Belanja
Daer

-45-

Anggaran Realisasi

10.640.OOO.000.OO 10.636.015.500,00

109.945.000,OO qq

9.467.600.500.OO 99.97%

80.oo0.cco.oo 79.990.00C,00 99,99,)i,

980.OOO.OOO.OO 978.480.O00,00 99.84,J.4,

s51.000.ooo,oo to0,00"6

Y)

99,96%

,95v;
I
I

I

------.._l
200.ooo.o00.oo 100,0001,

351.000.ooo.00 100,oo%

99.960h

94.459/,

o,600t, 0,640./o

Berdasarkan data pada tabel diatas, tergambar belanja untuk
penghapusan kemiskinan ckstrem TA 2024 tersebut memiliki porsi

sebesar O,6o0lo dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dan porsi
realisasi sebesar 0,64% dari total realisasi belanja daerah TA 2A24.

Namun demikian, terdapat beberapa hai yans perlu diperhatikan
sebagai berikut:
a. Mengalokasikan anggaran percepatan penghapusan kemiskinan

ekstrem dengan memperhatikan dampak langsung yang
ditimbulkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan
pemetaan sub kegiatan sebagaimana diatur riaiam Peraturern
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O23, yaitu:

110.OOO.000,00

9.470.000.o00.c)0

Program Perlindungan
dan Jaminan Sosial

D--,i-*al-ala !- -1,-

Anak Te rlantar

551.OOO.O00,00

200.ooo.o00.oo

TOTAL KEMISKINAN
EKSTRIM
TOTAL BELANJA
DAERAH

351.000.ooo,oo

11.191.000.O0O,0O

I .855.243.073.O31 .00

11.187.O15.500,OO

1.752-261.447.695.OO

1 )mengkoordinasikan... I 46

I

I

i

I

t
t

1

I

II

I

I
1



-46-

1) mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin
ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melalui
kegiata, / ->,.i"ur<egiatan antara I airr:
a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
b) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas

kabupaten/ kota;
c) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar;
d) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
e) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar;
f) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar

panti;
g) rehabiiitasi sosiai bagi PMKS iainnya di iuar HIVTAIDS dan

NAUA di luar Panti;
h) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
i) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas

kahr rnaten / knl^: dan
j) pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui

pendataan, kemitraan, kemudahan perijinal, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku
kepentingan.

2) Meningkatkan pelaksanaan anggaran secara konsisten pada
kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap
penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

al rr^--.----: -^A^ l.-;^.^- A^- ^..L. L-:^t^- ..^--J' rYrcrrBut drrBt 6Lr rBtiar arr Patra ^cBLrLcLr 
l (lcLl! s rlr-, Ac6rdrdjr Jar16

bersifat operasional serta mengalihkan alokasi dan realisasi
anggarari tersebut kepada kegiatan yang berdampak langsung
terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun
berkenaan.

4) kbih cennat dalam meny'usun laporan rekapitulasi realisasi
belanja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.

6. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PRJ)

Melaiui e-Pu rchasing -i A 2C,24

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan

BarangfJasa (PBJ) Melalui e-htrctasing TA 2024

No SKPD

DINAS KESEHATAN

DINAS PEKERJIiAN UMUM
DAN PENATAAN RLIANG

66.126.019.200
13.956.415.751

7 .514.1A6.O97

4.174.628.2t8

Total Nilai
Pengadaern

Barang/Jasa
(Rp)

Rea.lisasi
Pengadaan

Barang/Jasa
melalui e-
purchasing

i-xpi

Realisasi
l"/ol

1

2

1|vo

3Oo/n

I
I

L- I I

----_---l--



No SKPD

Total Nilai
Pengadaan

Barang/Jasa
{Rp)

3 DTNAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

2.981 . 172.O00

4 BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

J BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

DINAS SOSTAL

4.427 .921 .750 I .051 .650.930

6

7 DINAS TENACA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

4.373.MO.O37

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERUNDTJ NGA}J ANAX

4 .286.A44 .637t3

9 .JINAS KETAHANAN
PANGAN

4 .263.740.OOO 2.1 15 .322.470 509/o

4.206.172.500 2 .294 .946 .7 00

1.480.073.886 2901;

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PEI-AYANAN

TERPADU SATU PINTU

3.664.800.O00

| .322.847 .500

2.814.861 .000 77010

l3 477.998.500 36"/,

3.458.451.700 t49

l5
t6

TJINAS PERTANIAN

SEKRETARIAT DAT'RAH

t3.676.772.O39
53.488.788.256

9.984.626.985 73'k
24.O59.O59.935 i 450/"

BADAN PENGEI,OI-AAN
L'E'I TA N/: A N rl-6N rtCE"f

DAERAH

32.392.090.090

'18 BADAN PENDAPATAN

DAERAH

4.975.23C.2W 1.361 .531. 190 27o/e

1.257.156.82519 INSPEKTORAT 1 1 .U3l .tt30.U25

I ,,tD I 11l A rylnltt lYt I

2l DISTRIK MENOU 1.4s0.000.000 1.300.261 .600 900h

22 DISTRIK NAPAN

DISTRIK TELUK KIMI
| .299.992.070
| .006.992.47 3

1 . 108.362. 160 6J ii,

726.722.572
24 DISTRIK YARO KIBISAY

DIS'IRIK WANGGAR

l.300.oo0.000
l_Il5.0ll.6l7

1.158.267.000

89 L36s.78it
49l]/0

rio,r=
26

27

DISTRIK SIRIWO

DIS'I'RIK WAPOGA

1.299.995.900

1.193.464.500

1 . 126.846. 1OO

99s.651 .s80
870

8a%
)ra DTSTRIK KEPULAUAN

MOORA
1.064.400.ooo 9 13.845.610 86(h

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Realisasi
Pengadaan

Barang/Jasa
melalui e-

purchnsing
(Rp)

2. 1 13.867.366

817.171_485

i0.808. 194.375
3.376.390.430

2.O80.320.138

24 .O33.270.289

Realisasi
(%)

420/o

240/o

_-l
VoI

lo

lt

t2

l4

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
KAMPUN(I

71

7 7fl./o

5501,

44or'o

DINAS KEBUDAYAAN ,

PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA

t7

I

I

I

ii

I

_1
l.924.999.6$ I

I
I

,

I 15.227.347.500 |

I

I
I

I 
DINAS KOPERASI USAHA 

I
I KECII- DAN MENENGAH I

s.oeo-a-.7a0 |

I

14. 166. i76.540 i

I
I

I

I
I

I

-ir%l

I



No

29

SKPD

Total Nilai
Pengadaan

Barang/Jasa
{RP)

Realisasi
Pengadaan

Barang/Jasa
mela.lui e-
purchasin.o

(Rp)

Realisasi
('/"1

DISTRIK NABIRE BARAT 1 .229.649 .AOO 1 .O92 .252 .460 89o/i'

30

31

DISTRIK TELUK UMAR

BADAN KEPEGAWAIAN
Dra-N PENG EMB4-NG4-NA

SUMBERDAYA MANUSIA

| .449 .99a.7 37

3.27 t .O41.140

32 DINAS PENDIDIKAN 77.9t7.6t9.892 8.4 L4 .939.37 4 I lo/"

.,J SATUAN POLISI PAMONG
PRA,IA

3.427.4O2.sto 6r4.472.1t4 1g'va

rrrN A c ral)rrl tNltl!ct naN

INFORMATIKA

An.7.,.A.2.,E.|.\

35 DISTRIK NABIRE 3.OOO.760.OOO L427.667.23(J 67o/"

BLU RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

76.706.488.865 19.487 .647 383 I 25%

HIDUP

I
1 r rr.oJo,rjrro..:o,

3i3 DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

7.765.653.500 5.747 .447.to0

39 DINAS PERHUBUNGAN 5.176.330.500 407 .647 .650 Solo

1U I UlllAS rt'Ktl\AI\AN Y- t62.ZJV.JUU

41 DINAS PETERNAKAN 5.499.230.960 74e/o

DINAS PERDAGANGAN 4.523.195.050 2.964.7 3t .7 50

43 DINAS PERINDUSTRIAN 7 .642.426.500 4.853.382.685
SEKRETARIAT DPRD 33.208.324.330

45 BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANOUNAN
DAERAH

13.909.999.750 6.822.790.310

46 DISTRIK UWAPA t.299 .957 .350 i.228.285.350 94?o

47 DISTRIK DIPA 1.284.069.510

48 DISTRIK YAUR 1.263.140.000

TOTAL s67.515.940.666 195.394.166.7 62 34o/o

1.285.308.657

1.017.806.840

1 C.A.1 n<7 _L.tg

9.868.287.300

893.012.190

Berdasarkan data pada diatas, realisasi belanja pengadaan
barang/jasa melalui e-purchasing pada Pemerintah Kabupaten Nabire
TA2024 sebesar Rpf 95.394.166.762 ata'u 34o/o d,ari anggaran belanja
pengadaaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2024
sebesar Rp567.515.940.666,00. Laporan belanja pengadaan
baraitg,/.lasa pada tebel diatas s"*dah sesuai dengan ketentuan yan6
mengharuskan nilai realisasi belanja barang/jasa melalui e-
purclnsing paling sedikit 3oolo (tiga puluh persen) dari total nilai
belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2O23 tentang Alirmasi Belanja Produk Dalam Negeri
Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui e-
purctnsing.

89o/"

34

31"/o

4!"+

66otd

3Oo/o

36

Memperhatikart.. . i 49

I
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i

I

I

I

644

I

I

I

I

i

b.b 12. / +,t.J91 i

4.087.773.033 i

4e"k 
I

I

I

I

7tr/o I

968.830.000 I
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Memperhatikan hai tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

a. Mendorong seluruh SKPD untuk memprioritaskan peiaksanaan
lunooAo-o }raro^B 1;D.i Ailalntlgar raclal',i mataAa rarnilil.arr
rvr.bqsqlg r

e-purchasiw.
b. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan

produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan
t-------, -i ---.-.--.i / -:--i-^- r-,- L^ 

-. 
I l-^-^l ^ l^^-^L 

-^- 
-..-.-r--, -lrrJP(:lilsl, rrlrr.rrcl r/ PlrrrP,llrcul rctlluatsla/ AcPaar,a (racrafll ltrcrrcLtrPAlLrr

nilai transaksi e-purchosing paling sedikit 3oolo (tiga puluh persen)

dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Incionesia i,iomor 3 Tahun 2X23 TeniangAirrmasi Beianja
Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan
Koperasi Melalui e-purchasing.

Rekanifrrlasi l.annrerr Realisa.si Flelania Men serunakan lkrtu l(-redit

Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2024
Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi belanja penggunaan

KKPD pada Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2024, Pemerintah
Habupaten Nabire da'^ar, pelakeaaaaa belanja barang daa jaaa scrta
belanja moda-l pada TA 2024 belum menggunakan KKPD dan belum
memiliki Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan
penyelenggaraan KKPD.

E Cr KCnaAtt ucrrB,trrr rtal LcrncuLlL, r€Htef r(rLafl NauupaLcn lraulr€ aB,ar':

a. Segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan
pen]rusunan Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan

dan penyelenggaraan KKPD sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat
(ii Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 79 Tahun '2O22 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dal Belanja Daerah.

b. Melakukan koordinasi dengan bank penempatan RKUD untuk
segera menerbitkan KKPD. Dalam hal bank penempatan RKUD

belum mendapatkan izin penerbitan KKPD agar mendorong bank
penempatan RKUD untuk segera melakukan kerja sama dalam
penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara yang

telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit untuk
penerbitan KKPD dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O22, untuk
selanjutnya melakukan transaksi belanja baraag dan jasa serta
belanja modal melalui KKPD.

c.Melakukan.. . / 50



-50-

c. Melakukan kerja sama dengan bank penempatan RKUD, bank

kerja sama penerbitan KKPD, dan pihak terkait lainnya untuk
*-^A^-^*- 

--I"^..-- 
L---t-t -h6t *aa}.or:aran m,lol,r; IIIIDFIrrrvrrqvr urta Pllrquo4r yvr..vqJ 4 !4r

d. Mendorong usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk
mendaftarkan dan menjadi pedagang (merchontl pad,a marketplace

dalam Toko Daring LKPP, serta meningkatkan nilai transaksi
_ __ __-L - -_'-- - _-_----r_- rTrzDhusrattJa tlrsru.lllrl c- Putctu.aauLg nlcl lBtslltr.,'nal|.J\ rlJ.

e. meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah guna efekivitas penggunaan
I(KPD dalam pengadaan barang/jasa yang dibayarkan meiaiui uang
persediaan;

f. meningkatkan besaran uang persediaan masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah dan mengurangi pembatasan pembayaran
melalui mekanisme LS; dan

g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang

Perbendaharaan agar meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia melalui sosialisasi dan bimbingan teknis penglunaan
KKPD guna percepatan pen€gunaan KKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nabire.

8. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan

Kegiatan Pemilihal Bupati yang Bersumber dari APBD

Tabel 34 Rekapitulasi laporan Realisasi Belanja Hibah untuk
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang Bersumber dari

APBD

No st an sr Anggaran (Rp)
Reaiisasi

Realisasi (Rp) 
:

"/o

2

Kct

Tahun
2024

Tahun
2024

Badan
Pengawas
Pemilu

)

.+ Polri

Total Belanja
Daerah

5.820. OOO. OOO 5.820.OOO.OOO 100,oo

2.500.ooo.ooo 2.500.oo0.0o0 100,0o

7.OOO.OOO.000 7.OOO.000.OOO oo

36.920.OOO.OOO,

1.855.243.O73.031,OO 7.752.26t.407.695,00

2,11

Tahun
2021

oo

OOr oo

I

100.

94.45

Tahun
2024

21.600.000.000 ioo,ooI
Komisi
Pemiliha-rt
Umum

21.600.000.ooo

36.920.OOO.OOO.OO

Porsi 1,99

Berdasarkan.../51
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Berdasarkan laporan yang disampaikan, beianja hibah dana kegiatan
pemilihan kepala daerah Kabupaten Nabire dianggarkan pada 2 (dua)

talrun anggaran yaitu Tahun 202-3 dan Tahu:: 2Q24 dertgan total hibalr
sebesar Rp55.200.000.000,00. Pada TA 2024,belanja hibah pemilihan
kepala daerah ter€alisasi sebesar Rp36.92O.OOO.OOO,OO atau lOO,OOo/o

dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Porsi anggaran
belaqja untuk peadanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024
yaitu sebesar L,99o/o dari total anggaran belanja daera-Lr TA 2024.
Sedangkan porsi realisasi belanja untuk pendanaan kegiatan
pemilihan kepala daerah TA 2024 sebesar 2,ll'k dari total realisasi
belanja daerah TA2024.
Dalam rangka memastikan ketersediaan dana pemilihan kepala
daerah pcriode berikutnya, Pemerintah Kabupatcn Nabirc agar
melakukan perencanaan anggaran yang efektif dengan kebijakan
pen'rediaan anggaran melalui dana cadangan yang ditetapkan dengan
peraturan daerah tentang dana cadangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATUR,{N DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

(LHPIBPK

Evaiuasi kesesuaian rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifrkasi,
dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam ralcangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD TA 2024 tidak sesuai dengan Laporan

Realisasi Anggaran pada LHP BPK. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada:

A. Realisasi pendapatan yang disajikan dalam rancangan Perda sebesar

Rpi.783.714.798.842,63, sementara dalam LHP BPK disajikan sebesar

Rp 1.8o4.065.6 12.343,63;

B. Realisasi belanja yang disajikan dalam rancrulgan Perda sebesar

Rp1.732.255.359.855,00, sementara dalam LHP BPK disajikan sebesar

Rp1.752.26 1.4O7.695,OO; dan
C. Realisasi penerimaan pembiayaan yang disajikan dalam rancangan Perda

sebesar Rp128.04O.O89.331,78, sementara dalam LHP BPK disaiikan
sebesar Rp I 28.O38. 726.963,78.

Sehubungan.../52
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Sehubungan dengan hal tersebut, sebeium menetapkan Perda, Pemerintah
Kabupaten Nabire agar melakukan penyesuaian atas Laporan Realisasi

dir.-.e-ksud denga:= ne.endaeeri nir^ai realisaei anggaran dalm. LHP BPK
tersebut.

Berdasarkan LHP BPK atas l,aporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire
TA 2024, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian

intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:
1. Pendapatan

a. Penggunaan Langsung atas Pendapatan Sewa Fasilitas Milik Sekolah
pacia Dua Sekoiah Negeri.

2. Belanja
a. Ketidaktepatan Klasifikasi Anggaran Belanja pada Lima SKPD.
b. Belanja Caji dan Tunjangan pada 22 SKPD Direalisasikan kepada

Pegawai yang tel4b .mencapai batas usla pensiu+ mutasi, dan
meninggal dunia.

c. Pengelolaan Keuangan BLIJD RSUD l(abupaten Nabire Belum
Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.

d. Realisasi Belanja Sewa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tidak
Sesuai Kondisi Senyatanya.

e. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Empat SKPD.
f. Kekurangan Volume atas l1 Paket Peke{aan pada Dua SKPD.
g. Keterlambatan Penyelesaian atas Lima Paket Pekerjaan pada Tiga SKPD

l-.'!,,- l;--+^- I-- [a-- rt---^L

h. Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporar Penggunaan Dana
Kepada Kepala Daerah.

i. Sebanyak 72 Kampung Belum Menyampaikan Laporan Realisasi
Pelaksalaan Kegiatan Alokasi Dana Kampung.

3. Aset
a. Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire telah

menetapkan langkah penyelesaian dengan menJrusun rencana aksi,

mengajukan dokumen tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

A. Melaksanakan seluruh rekomendasi atas temuan dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan

k€tentuan peratur€rn perundang-undangan.
B. Mclakukan pcngendalia-n dan pemantauan tindak lanjut LHP atas temuan

BPK secara berkala kepada seluruh SKPD terkait.
C. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPK-RI untuk penyelesaian

tindak lanjut atas ternuan dimaksud.
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III- LAIN-LAIN

Be-rkc.naan dengan upaya peningkatfrt transparlr-rsi dan *untabilitas
pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Nabire harus tetap
melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memp€rtahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas l,aporan Keuangan
Perz,.erintah Daerah yaitu dengan raea)'Llsua dan menyajdcan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengaa Staldar Akuntansi
Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian

internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
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